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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 
Kegiatan : Penilikan Ke-1 (Kesatu) 

Sasaran Kegiatan : PT Karya Delta Permai 

Alamat Kantor : Jl. S. Soetoyo  No. 196, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 
Selatan 

Nomor Izin Berusaha : 0220906910129 tanggal 2 September 2020 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan 
Produksi  

SK PBPH : SK.53/MENLHK/SETJEN/ HPL.0/1/2019 17 Januari 2019 Jo 
No. SK.89/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2022 28 Januari 2022 

Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

 ± 85.950 Hektar di Kabupaten Murung Raya Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Nomor S-PHL : 08 S-PHL 017 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 17 - 24 Februari 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 

Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai 
Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 
PPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 
BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : a) Ir. Kuntiyadi. (Auditor PHL Produksi / Ketua Tim Audit) 
b) Sasmita Munandari, S.Hut., (Auditor PHL Prasyarat) 
c) Mahardika Larasati, S.Hut.  (Auditor PHL Ekologi) 
d) Ardi Kusatrianto. S.Sos. (Auditor PHL Sosial) 
e) M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLHH Kayu) 
f) Irfan Khairullah, S.Hut. (Magang Auditor PHL Sosial)  

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN AUDIT 

 

1.1. DASAR PELAKSANAAN 
 
a) Surat tugas tim audit No. 2/017 /ST/PHL-P1/KDP/02.2025 tanggal 1 Februari 2025 

b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 
penilikan ke-1 pada PBPH PT Karya Delta Permai di website SILK dan LPVI 
Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 3 Februari 2025. 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 
S.44/PUPH/EKU/HPL.1.2/B/2/2025 Tanggal 5 Februari 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Penilikan Ke-1 (Kesatu) Pada PT Karya Delta Permai dibuat dan 
disampaikan ke auditi  tanggal 7 Februari 2025 

 
1.2. PROSES KEGIATAN AUDIT OLEH TIM AUDIT 

a) 
 

Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) BPHL Wilayah X Palangkaraya, tanggal 17 

Februari 2025 di Kota Palangkaraya, 
b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 17 

Februari 2025 di Kota Palangkaraya. 

b) Rapat Konsultasi Publik : - 

c) Pelaksanaan audit 
lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Karya Delta Permai di Kab. 
Murung Raya  Prov. Kalimantan Tengah 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 18 Februari 2025 

Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 18 s.d 22 Februari 2025 meliputi audit 
pemenuhan : 
1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 

untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 23 Februari 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, 

tanggal 24 Februari 2025 di Kota Palangkaraya - 
Kalimantan Tengah 

b) BPHL Wilayah X Palangkaraya, tanggal 24 
Februari 2025 di Kota Palangkaraya  – Kalimantan 
Tengah 
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2. RESUME HASIL AUDIT  

 
1. ASPEK PRASYARAT 

 
Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata 
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja 
TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen PBPH  
a. Izin Hak Penguasaan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 

429/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 ha dan 
lampiran peta skala 1:100.000 di Kelompok Hutan Sungai Murung – 
Sungai Barito, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 
dengan masa berlaku izin selama 45 tahun. 

b. Adendum atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 429/Menhut-II/2004 
tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Hutan Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Karya Delta Permai atas 
areal Hutan Produksi seluas ± 79.400 ha menjadi ± 85.950 ha sesuai 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang 
dilengkapi dengan peta skala 1:100.000.  

c. Nomenklatur PBPH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK.89/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 2022. 

Dokumen administrasi tata batas :  
PT Karya Delta Permai telah melakukan penataan batas sampai dengan 
temu gelang sesuai dengan Izin Hak Penguasaan Hutan sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 429/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas 
± 79.400 ha sesuai dengan dokumen berikut :  
a. Pedoman tata batas No. 108/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 26 Agustus 

2008  
b. Instruksi Kerja Tata Batas No. IK.127/VII/BPKH V-3/2011 tanggal 20 Juli 

2011 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan 
Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutan Alam PT Karya Delta Permai dengan PT Menorah Loggingindo dan 
PT Barito Putra. 

c. Kegiatan penataan batas tersebut telah seluruhnya ditata batas dan sudah 
TEMU GELANG dengan realisasi 175.785 meter dari rencana 179.157 
meter (hasil lebih pendek dikarenakan faktor deviasi planimetri antara 
peta kerja yang mempunyai justifikasi jarak dengan skala 1:100.000, 
sedangkan hasil di lapangan memiliki justifikasi jarak dengan skala 1:1).  

d. BAP pelaksanaan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PBPH PT 
Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra pada 
tanggal 29 Januari 2012. 

e. Laporan TBT belum ditandatangani dan disahkan oleh Dirjen Planologi 
Kehutanan.  

f. Pengajuan proses pengesahan dilakukan sesuai dengan surat Kepala 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No. 
S.1021/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penyampaian 
laporan hasil pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan 
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areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT 
Barito Putra. 

Dokumen legalitas perusahaan :  
a. Akta pendirian perusahaan No. 34 tanggal 16 Januari 1997 oleh Notaris 

Ny. Machrani Moertolo,S.SH yang telah mendapatkan pengesahan  
b. Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 04 Desember 2019 oleh Notaris 

Chandra Lim, S.H., LL.M yang telah mendapatkan pengesahan dari 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 
AHU-AH.01.03-0369661 tanggal 06 Desember 2019 dengan Daftar 
Perseroan No. AHU-0236323.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 06 
Desember 2019.  

c. NPWP No. 01.794.094.1-012.000 atas nama PT Karya Delta Permai.  
d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220906910129 tanggal 02 

September 2020 yang diterbitkan oleh OSS (Menteri Investasi dan 
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan KBLI 
02120 – Pengusahaan hutan alam. Lokasi usaha : Base Camp Briwit, 
Desa Olung Balo, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Verifier 1.1.2  Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual: 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah melakukan penataan batas sampai dengan 
temu gelang sesuai dengan Izin Hak Penguasaan Hutan sesuai Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 429/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas 
± 79.400 ha sesuai dengan dokumen berikut :  
a. Pedoman tata batas No. 108/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 26 Agustus 

2008  
b. Instruksi Kerja Tata Batas No. IK.127/VII/BPKH V-3/2011 tanggal 20 Juli 

2011 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan 
Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutan Alam PT Karya Delta Permai dengan PT Menorah Loggingindo dan 
PT Barito Putera. 

c. Kegiatan penataan batas tersebut telah seluruhnya ditata batas dan sudah 
TEMU GELANG dengan realisasi 175.785 meter dari rencana 179.157 
meter (hasil lebih pendek dikarenakan faktor deviasi planimetri antara 
peta kerja yang mempunyai justifikasi jarak dengan skala 1:100.000, 
sedangkan hasil di lapangan memiliki justifikasi jarak dengan skala 1:1).  

d. BAP pelaksanaan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PBPH PT 
Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putera pada 
tanggal 29 Januari 2012. 

e. Laporan TBT belum ditandatangani dan disahkan oleh Dirjen Planologi 
Kehutanan.  

f. Pengajuan proses pengesahan dilakukan sesuai dengan surat Kepala 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No. 
S.1021/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang penyampaian 
laporan hasil pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan 
areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT 
Barito Putra. 

Adanya adendum SK PBPH No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 
tanggal 17 Januari 2019 yang mengubah luas areal kerja PT Karya Delta 
Permai menjadi ± 85.950 ha, maka perusahaan berkewajiban untuk menata 
batas Kembali pada areal yang masih terbuka akibat dari penambahan luas 
areal PBPH. Sampai dengan dilaksanakan kegiatan audit Penilikan – 1, PT 
Karya Delta Permai belum Menyusun Penataan Batas dengan areal yang 
masih terbuka tersebut. 
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Sesuai RKUPH No. SK.7531/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 
17 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Panjang batas seluruh areal PBPH adalah ± 257 Km, telah 
dilakukan penataan batas sepanjang ± 80,2 Km (31,2 %) dan sisanya belum 
dilakukan penataan batas sepanjang ± 176,8 Km (68,8 Km) dan 
direncanakan tahun 2021/2022. Sampai dengan dilaksanakan kegiatan 
audit Penilikan – 1, PT Karya Delta Permai belum melakukan penataan batas 
pada areal yang masih terbuka akibat penambahan luas areal.  
Dalam proses penataan batas yang belum diterbitkan pengukuhan oleh 
BPKH, PT Karya Delta Permai telah melakukan permohonan penetapan 
kawasan hutan melalui :   
a. Surat perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran dan Penataan 

Batas Sendiri dan Persekutuan Areal kerja PT Karya Delta Permai, PT 
Menorah Loggingindo, dan PT Barito Putra di Kabupaten Murung Raya 
– Kalimantan Tengah kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan 
Wilayah V (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan) Kementerian 
Kehutanan sesuai surat No. S/02/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 12 Juni 
2013.  

b. Surat Permohonan Penetapan Areal Kerja PBPH PT Karya Delta Permai 
kepada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 118/Dir-KDP/BJM-
V/2023 tanggal 08 Mei 2023. 

c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat 
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan tanggapan atas 
Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja PBPH – HA PT Karya Delta 
Permai sesuai surat No. 118/Dir-KDP/BJM-V/2023 tanggal 08 Mei 2023 
melalui Surat No. S.490/KUH/PKH/pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 
2023 dimana penetapan areal kerja PBPH belum dapat dilaksanakan 
dikarenakan PT Karya Delta Permai diminta melakukan perbaikan 
secara substansi sesuai hasil koreksi dan saran perbaikan terhadap 
laporan hasil penataan batas 

Auditor melaksanakan kegiatan observasi lapangan sebagai berikut :  
a. Batas persekutuan PT Karya Delta Permai dengan PT Menorah 

Loggingindo, titik koordinat 0°11’52.9” S, 114°21’45.2” E  
b. Batas persekutuan PT Karya Delta Permai dengan PT Barito Putera, titik 

koordinat 0°18’30.8” S, 114°24’47.5” E 
Kondisi patok batas di areal tersebut dalam kondisi baik dan dilakukan 
pemeliharaan sesuai BA pemeliharaan tata batas di tahun 2023 dan tahun 
2024.  

3. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK 
(Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil verifikasi baik secara dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat, 
tidak ditemukan adanya perizinan Penggunaan areal izin atau areal kerja 
tanpa melalui skema perizinan KHLK, namun dijumpai keberadaan jalan 
koridor untuk pengangkutan hasil pertambangan batu bara oleh PPKH PT 
Borneo Prima. Penggunaan jalan tersebut merupakan kesepakatan 
bersama sesuai dengan surat Perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Jalan dan 
Jembatan antara PT Karya Delta Permai dengan PPKH PT Borneo Prima 
No. 01/SPK/KDP-BP/III/2022 tanggal 15 Maret 2022. 
Selain itu, terdapat penggunaan perladangan masyarakat dan 
penambangan emas tanpa izin (ilegal mining) oleh masyarakat sekitar 
dengan identifikasi sebagai berikut : 
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No. 
Penggunaan 

Lahan Luas  Keterangan 

1. Pertambangan 
Emas Oleh 
Masyarakat (Ilegal 
Mining)  

± 706,48 Ha Belum terdapat kegiatan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan klaim 
masyarakat tersebut.  

2. Perladangan dan 
lahan masyarakat 

± 575,12  
Ha 

Total ± 1.281,60  
Ha 

 

 

4. Verifier 1.1.4  Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Penguasaan areal kerja oleh PBPH PT Karya Delta Permai :  
Penggunaan 

Oleh 
Masyarakat  

Luas (Ha) 
Luas 
Areal 
(Ha)  

Penguasaan 
Areal Kerja 

(Ha) 

Persentase 
(%) 

Pertambangan 706,48 

85.950 84,668,40 98,51 
(BAIK) 

Lahan dan 
Ladang 

(termasuk 
Pemukiman)  

575,12 
 
Total = 
1.281,60 
ha 

 

Nilai Kinerja Indikator 
1.1 

: 15/18x100 % = 83,33 %  (BAIK)   

 

Indikator 1.2 : 
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: - PT Karya Delta Permai telah memiliki visi misi yang telah mendapatkan 
pengesahan sesuai Keputusan Direktur Utama PT Karya Delta Permai 
No. 01/SK/Dir-KDP/I/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan sampai dengan 
dilaksanakan kegiatan audit Penilikan – 1 tidak ada perubahan dalam 
visi misi perusahaan. 

- Uraian visi dan misi perusahaan tercantum dalam BAB I. 
PENDAHULUAN dokumen RKUPH periode 2021 – 2030 No. 
SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 
2020 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

- PT Karya Delta Permai sendiri memiliki enam (6) desa binaan sebagai 
berikut : Desa Osom Tompok, Desa Mantiat Pari, Desa Olong Balo, Desa 
Tumbang Ulu/Olong Ulu, Desa Joloi, dan Desa Takajung.  

- PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan sosiaslisasi kepada 
karyawan perusahaan dan masyarakat desa terdampak dengan uraian 
sebagai berikut :  

Tahun Karyawan  Mitra Kerja 
sama  

Masyarakat Desa 
Terdampak  

2023 BA Sosialisasi 
Visi dan Misi 
tanggal 20 
Februari 2023  

PT Karya Delta 
Permai tidak 

memiliki mitra 
Kerja sama. 

BA Sosialisasi PMDH, 
Ketuk Pintu, dan 
Kawasan Lindung serta 
RKT 2023 tanggal 06 
April 2023 
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2024 BA Sosialisasi 
visi misi tanggal 
15 Mei 2024 
 

BA Sosialisasi PMDH 
dan Kawasan Lindung 
serta RKT 2024 tanggal 
14 Februari 2024  
 

 

2. Verifier 1.2.2  Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi visi dan misi serta tujuan perusahaan PT Karya Delta Permai 
sebagai berikut  
1. Melaksanakan pengelolaan hutan dengan mendasari semua peraturan 

dan hukum yang berlaku dan memperhatikan kaidah – kaidah 
konservasi, baik fungsi lindung maupun kaidah High Conservation 
Value Forest (HCVF) –9,52% 

2. Menyusun dan berpedoman pada rencana pengelolaan hutan, baik 
RKUPHHK maupun RKTUPHHK hutan alam serta rencana pemantauan 
lingkungan (RKL) dan pengelolaan lingkungan (RPL) yang sesuai 
dengan tuntutan pengelolaan hutan lestari –14,28% 

3. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai produk dan jasa dari hutan 
secara efektif untuk menjamin kesinambungan fungsi ekonomi dan 
bermanfaat lingkungan hidup dan sosial kemasyarakatan – 9,52% 

4. Mengelola keanekaragaman hayati, baik hutan dilihat dari sisi vegetasi, 
sumber daya air, tanah, ekosistem yang unik dan rawan serta bentang 
alam yang lebar sehingga akan mampu menjaga fungsi – fungsi ekologi 
secara integral – 9,52% 

5. Menyelaraskan dan mengakui secara hukum hak ulayat dan hak guna 
jangka panjang atas sumber daya lahan dan hutan legalitasnya – 9,52% 

6. Mengakui dan menghormati hak legal dan hak adat masyarakat untuk 
menggunakan serta mengelola hutan, wilayah dan sumber daya 
mereka – 9,52% 

7. Melakukan fungsi pengawasan di semua bagian sesuai dengan skala 
prioritas dan intensitas dalam mengelola hutan guna menilai kondisi 
hutan, produk hutan dan dampaknya terhadap lingkungan sosial – 9,52 
%  

Rerata implementasi visi, misi, dan tujuan perusahaan sebagai berikut :  
= 9,52 % + 14,28 % + 9,52 % + 9,52 % + 9,52 % + 9,52 % + 9,52 % 
= 76,12 % 

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: 7/9x100% = 77,78 % (SEDANG)  

 

Indikator 1.3 : 

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan 
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 
 

1
. 

Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin 
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: 1. PT Karya Delta Permai telah memiliki Struktur Organisasi dilengkapi Job 
Description yang telah ditunjuk dan disahkan oleh Direktur atas nama Ir. 
Setiyo Nuswantoro sesuai Surat Keputusan Direktur No. 
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02/SK/DIR/KDP-BJM/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Revisi 
Struktur Organisasi dan Job Description 

2. Struktur organisasi telah dinilai memenuhi kaidah pengelolaan hutan 
produksi dan lestari yang telah sesuai dengan visi dan misi dan disertai 
Job Description pada masing – masing jabatan. Pengisian personil pada 
struktur organisasi yang disahkan diverifikasi telah terisi sampai dengan 
jabatan Kepala Seksi.  

2
. 

Verifier 1.3.2 
 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan 
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki Tenaga Kerja Sarjana Kehutanan sebanyak 
5 orang dan Tenaga Menengah Kehutanan (SMK Kehutanan) sebanyak 2 
orang per tanggal 10 Februari 2025 yang dibuat oleh Staf Personalia dan 
diketahui oleh Manajer Camp.  
PT Karya Delta Permai memiliki GANIS PH sebagai berikut :  

GANIS PH 

Kebutuha
n sesuai 
simpul 

PHL   

Realisasi  Persentase 
(%) 

KURPET   1 0 

90,91 %  

CANHUT  2 4 
BINHUT  2 2 
NENHUT  2 0 
PKB 4 4 
Jumlah  11 10 

Namun, dalam realisasi di lapangan, PT Karya Delta Permai belum memiliki 
GANIS PH KURPET dan NENHUT.  
Seluruh tenaga teknis kehutanan/GANIS PH telah dilengkapi dengan surat 
penugasan, penempatan, sertifikat uji kom, no. register yang masih 
aktif/berlaku.  

3
. 

Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Jenis pelatihan/peningkatan kompetensi SDM karyawan tenaga profesional 
kehutanan dan tenaga teknis PH tahun 2023 dan tahun 2024 PT Karya Delta 
Permai berikut :  

Tahu
n 

Realisasi Peningkatan 
Kompetensi 

Rerata Realisasi 
Peningkatan Kompetensi 

(%) 
2023 140 % 

145 %  
2024 150 %  

Seluruh kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi telah dilengkapi 
dengan dokumen perencanaan dan dokumen legalitasnya. 
Namun dalam realisasi di lapangan, PT Karya Delta Permai tidak 
mencantumkan rencana dan pemenuhan GANIS PH KURPET dan 
NENHUT. Sampai dengan saat dilaksanakan kegiatan audit dilaksanakan PT 
Karya Delta Permai belum memiliki GANIS PH KURPET dan NENHUT.  

4
. 

Verifier 1.3.4 
 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan 
tenaga lain) 

Bobot : 1 
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NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya 
merupakan tenaga tetap PBPH PT Karya Delta Permai dan telah :  
- Memiliki SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap; 
- Tercatat dalam Daftar Karyawan yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga 

Kerja;  
- Tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan 
- Terpelihara dokumen legalitas dan pemenuhan persyaratan 

kompetensinya, seperti sertifikat pelatihan, Kartu GANISPH, 
Persetujuan Penugasan, SK Penempatan GANISPH, dan Sertifikat Uji 
Kompetensi 

Nilai Kinerja Indikator 
1.3 

: 17/21x100 % = 80,95 % (BAIK) 

 

Indikator 1.4 : 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan 
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 

(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah membangun dan memiliki sistem 
informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi 
manajemen, dan telah beroperasional secara efektif, meliputi : 
1) Ketersediaan perangkat Sistem Informasi seperti peralatan 

komputer/laptop, radio (HT dan SSB), laptop, internet (starlink dan V-
Sat), telepon genggam untuk kepentingan komunikasi dan pengiriman 
informasi, data, pengolahan data, penyusunan dan pembuatan laporan 
baik internal maupun pelaporan eksternal. 

2) Penggunaan aplikasi sistem komunikasi dan grup komunikasi yang 
dijadikan sarana untuk berbagi data dan informasi lainnya.  

3) PT Karya Delta Permai telah menunjuk penanggung jawab/pelaksana 
SIM atas nama Silvester Roy Darwin Sarumaha, SP yang 
berkedudukan di Camp Briwit KM 70 sesuai Surat Keputusan Manajer 
Camp No. 006/KDP-BC/SKMC/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.  

2. Verifier 1.4.2  Keberadaan SPI/internal auditor dan efektivitasnya 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki susunan SPI sesuai Surat Keputusan 
Direktur No. 026/SK/DIR/KDP-BJM/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang 
dilengkapi dengan SOP. 
Tim SPI PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan monitoring dan 
evaluasi selama periode audit namun dinilai masih belum efektif untuk 
mengontrol pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 dan tahun 2024.  

3. Verifier 1.4.3 
 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Terdapat dokumen hasil kegiatan pengawasan internal (internal audit) 
tahun 2023 dan 2024 berupa : 
- Laporan SPI / Internal Audit / Pengawasan dan Monitoring: dan 
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- Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian 
b) Tindakan penyelesaian sebagai tindak lanjut dari temuan SPI belum 

sepenuhnya dilaksanakan, dan penyampaian tindakan atas temuan 
SPI sebagian bersifat kualitatif dan sebagian tidak dilampiri bukti 
dokumen maupun berita acara ataupun foto dokumentasi kegiatan. 
Secara keseluruhan temuan SPI selama periode audit belum 
sepenuhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik 
kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai diverifikasi telah memiliki tenaga pelaksana untuk 
mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dengan adanya dokumen SK 
Direksi yang masih berlaku dilengkapi dengan status ketertiban dalam 
pelaporan :   

No. SIM KHLK Operator 

Surat 
Keputusan 
Penunjukan 

Operator Oleh 
Direktur 

Keterangan 

1 SIPASHUT  Tersedia Surat Keputusan 
No. 
15/SK/DIR/KDP-
PLK/V/2023 
tanggal 08 Mei 
2023 

Pelaporan 
tertib  

2 SIPUHH  Tersedia Surat Penugasan 
No. 05/KDP-
SPT/IX/2021 
tanggal 14 
September 2021 

Pelaporan 
tertib 

3 SIPNBP Tersedia Surat Keputusan 
No. 
20/SK/DIR/KDP-
PLK/IX/2021 
tanggal 01 
September 2021  

Pelaporan 
tertib  

4 SIPONGI  Tersedia Surat Keputusan 
Direktur No. 
030/SK/DIR/KDP-
PLK/V/2023 
tanggal 01 Mei 
2023  

Pelaporan 
tertib  

5 SIMPEL  Tersedia Surat Keputusan 
Direktur No. 
30/SK/ DIR/KDP-
PLK/IV/2023 
tanggal 03 April 
2023  

Pelaporan 
tertib  

6 SIGANISHUT  Tersedia Surat Keputusan 
Direktur No. 
15/SK/DIR/ KDP-
PLK/II/2021 
tanggal 10 
Februari 2021 

Pelaporan 
tertib  
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Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: 18/21x100 % = 85,71 % (BAIK) 

 

Indikator 1.5 : 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 
1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 
: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Karya Delta Permai telah membuat dan mengesahkan RKT tahun 
2023 dan 2024 sebagai berikut :  

- RKT tahun 2023 yang dibuat secara self approval sesuai Keputusan 
Direktur No. 008/SK/DIR/KDP-PLK/II/2023 tanggal 01 Februari 
2023 dilengkapi peta skala 1 : 50.000 

- RKT tahun 2024 yang dibuat secara self approval sesuai Keputusan 
Direktur No. 001/SK/DIR/KDP-PLK/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 
dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000 

 
b) PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan pertemuan konsultasi 

dengan masyarakat Desa yang terdampak langsung operasional 
kegiatan RKT, untuk mengidentifikasi kegiatan RKT yang berpotensi 
mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi 
lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sebagai berikut :  

Desa 
Kegiatan Sosialisasi 

Keterangan Tahun 
2023  

Tahun 
2024 

Desa Osom 
Tompok  

√ √ Kegiatan sosialisasi 
telah dilakukan oleh 
perusahaan dilengkapi 
dengan BA sosialisasi. 

Desa Mantiat 
Pari  

√ √ 

Desa Tumbang 
Ulu  

√ √ 

Desa Tumbang 
Ulu/Olong Ulu 

√ √ 

Desa Joloi  √ √ 

Desa Takajung  √ √ 

*) tanda √ memiliki arti bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan 
Dengan demikian kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hak – 
hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat 
desa binaan.  

2. Verifier 1.5.2  Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: RKT PT Karya Delta Permai telah mendapat persetujuan dan pengesahan 
secara self approval oleh Direksi sesuai dengan dokumen SK RKT dan 
persetujuan melalui aplikasi SIPASHUT seperti dokumen pada verifier 1.5.1.  
PT Karya Delta Permai memiliki Kawasan Lindung yang telah 
mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Direktur No. 17/SK/DIR/KDP-
PLK/2021 tanggal 24 Januari 2021 dengan uraian :  



 
 

Halaman 12 dari 76 
 

F1-02.15 Rev.1 

No. Alokasi lahan Luas 
(Ha) 

1 Buffer Zone Hutan Lindung  6.975 
2 Sempadan Sungai dan Sekitar Mata Air 1.548 
3 KPPN  371 
4 KPSL  363 
5 Kawasan Hutan Prenget  3.017 

Jumlah 12.274 
PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan 
lindung kepada masyarakat desa binaan yaitu : Desa Osom Tompok, Desa 
Mantiat Pari, Desa Olong Balo, Desa Tumbang Ulu (Kecamatan Tanah 
Siang), Desa Joloi dan Desa Takajung (Kecamatan Seribu Riam). Berikut 
realisasi kegiatan sosialisasi kawasan lindung di tahun 2023 dan tahun 2024 
:  

Desa Tahun 2023 Tahun 2024 
Desa Osom 
Tompok  

BA Sosialisasi PMDH, 
Ketuk Pintu, dan 
Kawasan Lindung serta 
RKT 2023 tanggal 06 
April 2023 dilengkapi BA 
Sosialisasi  

BA Sosialisasi PMDH 
dan Kawasan Lindung 
serta RKT 2024 tanggal 
14 Februari 2024 
dilengkapi BA Sosialisasi  

Dimana dari kegiatan sosialisasi tersebut keberadaan kawasan lindung telah 
mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan.  

Nilai Kinerja Indikator 
1.5 

: 9/9x100% = 100 % (BAIK) 

 
 

2. ASPEK PRODUKSI 

Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 

1. Verifier 2.1.1  
 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh 
pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Aktual : 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen RKUPH periode 
berjalan tahun 2021 – 2030 yang telah mendapatkan pengesahan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dengan nomor SK.7531/MENLHK- PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 
17 Desember 2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hutan PBPH HP Periode Tahun 2021 – 2030  a.n  PT Karya 
Delta Permai di Provinsi Kalimantan Tengah, tersedia lengkap meliputi 
dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. 

b) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Karya Delta 
Permai telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan 
areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha 
pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang 
menyebabkan RKUPH harus direvisi  

2. Verifier 2.1.2  
 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana 
jangka panjang. 

Bobot : 2 
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NILAI KINERJA : BAIK  /  Nilai Aktual : 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Penataan areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai sesuai RKUPH yang 
disahkan, meliputi : 
1) Kawasan Lindung : 12.274  Ha, terdiri dari : 

a. Buffer Zone Hutan Lindung: 6.975 Ha 
b. KPPN : 346 Ha 
c. KPSL : 340 Ha 
d. Sempadan Sungai : 1.548 Ha 
e. Prenget : 3.017 Ha 

2) Kawasan Tidak Untuk Produksi : 21.728,37 Ha, terdiri dari : 
a. PUP: 200 Ha 
b. TB: 600 Ha 
c. Kelola Sosial (Kebun Karet Masyarakat): 7.400 Ha 
d. SARPRAS: 25 Ha 

3) Kawasan Untuk Produksi 
a. Berhutan: 63.980 Ha 
b. Calon PUP: 400 Ha 
c. Tidak Berhutan: 841 Ha 

b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 
1) RKT Tahun 2024 

No. Jenis Usaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

Luas (Hektar) Letak 

RKU RKT RKU RKT 

1. Kayu Hutan Alam 2.228 2.228 Blok 
XIV 

Blok 
XIV 

100 % Sesuai 

2) RKT Tahun 2025 

No. Jenis Usaha 
Pemanfaatan 
Hutan 

Luas (Hektar) Letak 

RKU RKT RKU RKT 

1. Kayu Budidaya 
Hutan Tanaman 

1.626 1.850 Blok 
XV 

Blok 
XV 
dan 
XIV 

87,00 % Sebagian Sesuai 

Berdasarkan data di atas, sebagian letak penataan areal kerja blok RKT 
sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang dengan rata-rata 
tingkat kesesuaian luas sebesar 93,5% 
 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 
5%). 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit 
usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 
terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 
 
1) RKT Tahun 2024 
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Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: 
- IS  5% atau sepanjang 1.400 meter; 
- Titik Koordinat : 0o15’46’S 114o10’19”E 
- Sebagian tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, 

meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran 
petak. 

 
2) RKT Tahun 2025 

Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam: 
- IS  5% atau sepanjang 1.200 meter; 
- Titik Koordinat : 0o15’46’S 114o10’19”E 
- Sebagian tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, 

meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran 
petak. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 11/ 12 X 100 % = 91,67%  BAIK  

 

Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, 
dan/atau jasa lingkungan 

 

1. Verifier 2.2.1 
 

: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki data potensi sesuai jenis 
usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa : 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Laporan Hasil Cruising 

b) Dokumen IHMB meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta telah 
dievaluasi berdasarkan surat Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya 
Nomor S.401/BPHPX-2/2020  Tanggal 23 Juli 2020 

c) Dokumen Laporan hasil Cruising meliputi Persetujuan ITSP, Pakta 
Integritas, Tallysheet dan Peta-Peta Lampirannya. 

d) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di petak X-17 Blok RKT 2025 
diketahui terdapat data dimensi pohon pada LHC yang tidak sesuai 
dengan kondisi fisik di lapangan.   

 
2. Verifier 2.2.2 

 
: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Karya Delta Permai telah dilakukan 
sesuai daya dukungnya, berdasarkan : 
a) volume produksi RKTPH ditentukan berdasarkan data volume pohon 

hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan dan 
mempertimbangkan faktor pengaman dan faktor eksploitasi sebesar 
0,64.  

b) Realisasi produksi RKT 2023 dan 2024 tidak melampaui potensi hasil 
inventarisasi dan Jatah Tebang  Tahunan berdasarkan RKUPH 2021 – 
2030. 

c) Namun Jatah Tebang Tahunan belum dihitung berdasarkan riap 
tegakan hasil pengukuran PUP. 
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Nilai Kinerja Indikator 
2.2 

: 6 / 9 X 100 % = 66,67 %  SEDANG 

 

Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

 
1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan 

hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat SOP untuk kegiatan 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam sistim silvikultur TPTI, 
meliputi  : 

No. Judul  
Tanggal 

Pembuatan/Rev
isi 

Pedoman 
Teknis / 
Acuan 

1 SOP Penataan Areal 
Kerja (PAK) 

19  Juli 2022. Mengacu ke 
Dokumen 
KDP-01  

2 SOP Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan  

19  Juli 2022. Mengacu ke 
Dokumen 
KDP-01  

3 SOP Pembukaan 
Wilayah Hutan  

5  Maret  2019. Tidak 
mencantum
kan acuan 

4 SOP 
Produksi/Pembakalan  

20  September 
2021. 

Tidak 
menyebutka

n acuan 

5 SOP Persemaian  24 Februari 2022 P.8 Tahun 
2021 

6 SOP Pengayaan dan 
Rehabilitasi 

24 Februari 2022 P.8 Tahun 
2021 

7 SOP Pemeliharaan 
tanaman 

24 Februari 2022 P.8 Tahun 
2021 

8 SOP Pembebasan  5  Januari 2010 Tidak 
menyebutka

n acuan 

9 SOP Perlindungan & 
Pengamanan Hutan  

19  Juli 2022. Tidak 
menyebutka

n acuan 
 
SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI tersedia lengkap tetapi 
sebagian SOP belum mengacu pada pedoman serta sebagian SOP 
isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan 
teknis. 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Tingkat implementasi SOP di lapangan: 
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Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam  seluruhnya 
terimplementasikan di lapangan. Kegiatan pembebasan tidak 
dilaksanakan karena areal kerja PBPH merupakan Hutan Produksi 
Terbatas. 

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan 
pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing: 
Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam / hutan tanaman) 
pada kegiatan: 
- Penataan areal kerja dinilai belum sesuai, tidak terdapat 

pengukuran  jarak dan kemiringan pada survei lapangan. 
- Inventarisasi tegakan sebelum penebangan, tidak membuat jalur 

cruising, tidak menggunakan alat ukur diameter, tidak mencatat 
kondisi lapangan, mengukur topografi, sketsa sungai dan arah 
sungai. 

- Pembukaan Wilayah hutan dinilai belum sesuai, tidak sesuai 
dengan tata waktu 

- Pemanenan dinilai telah sesuai, 
- Penanaman dinilai belum sesuai, tidak membuat laporan analisa 

lokasi yang harus ditanami, dan tidak dipetakan. 
- Perlindungan hutan dinilai telah sesuai 

3. Verifier 2.3.3 
 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam 
menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Selama periode 2 (dua) tahun terakhir PBPH PT Karya Delta Permai 
telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumber 
daya hutan yang dimanfaatkannya. 

b) Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2023 & 2024, 
terealisasi penanaman seluas 557,37 Ha dengan jenis tanaman 
setempat dan cepat tumbuh pada kegiatan penanaman, sebagai berikut 
: 

No Kegiatan Penanaman 
RKT 2023 

Persentas
e (%) Rencana 

(Ha) 
Realisasi 

(Ha) 

1 Pengayaan 217 145 66,82 

2 Rehabilitasi 137 90 65,69 
3 Kanan Kiri Jalan 20 20 100,00 
4 SILIN 100 84,37 84,37 

 Jumlah 474 339,37 71,60 
 
 
 
 

No Kegiatan Penanaman 
RKT 2024 

Persentas
e (%) Rencana 

(Ha) 
Realisasi 

(Ha) 

1 Pengayaan 87,61 87 99,30 

2 Rehabilitasi 43,81 37 84,46 
3 Kanan Kiri Jalan 20 14 70 
4 SILIN 88,07 80 90,84 

 Jumlah 239,49 218 91,03 
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c) Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah 

sesuai ketentuan standar teknis dan rata-rata selama periode audit 
dilaksanakan sebesar 81,31 % dari RKTPH. Namun berdasarkan 
pengamatan persen tumbuh di lapangan pada kegiatan penanaman 
SILN dan kiri kanan jalan rata-rata 63,5% 

 
Nilai Kinerja Indikator 

2.3 
: 10 / 15 X 100 % = 66,67 % SEDANG 

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat SOP penerapan 
teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu hutan alam, meliputi: 

No. JUDUL  
Tanggal 

Pembuatan/Revisi 
PEDOMAN TEKNIS 

ACUAN 
1 SOP Reduce Impact 

Logging 
30 September 
2021 

P.8 Tahun 2021 

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah 
memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyarakat 
setempat. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK /  Nilai Aktual : 1 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
hutan alam belum diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP. 
Terdapat dokumen berupa Peta Rencana Pemanenan RKT 2025, namun 
tidak dibuat berdasarkan hasil survey lapangan. 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas 
tebangan blok RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, 
diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut : 

No. Tegakan  
Tinggal 

RKT 2023 RKT 2024 
Jumlah Rusak % Jumlah Rusak % 

a. Semai 40 13 32,50 48 17 35,42 
b. Pancang 30 7 23,33 35 6 17,14 
c. Tiang 28 7 25,00 37 10 27,03 
d. Pohon 33 11 33,33 40 12 30,00 
Rata-rata 28,54  27,40 

Tegakan pada blok RKT 2023 mengalami kerusakan akibat pemanenan 
28,54%, sedangkan pada blok RKT 2024 mengalami kerusakan 27,40%. 
Dari dua blok tersebut didapatkan rata-rata kerusakan tegakan tinggal 
27,97% 
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Nilai Kinerja Indikator 
2.4 

: 9 / 15 X 100 % = 60,00 % SEDANG  

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 
1. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Selama 2 (dua) tahun terakhir PBPH PT Karya Delta Permai memiliki RKT 
yang telah disetujui secara self approval meliputi : 
 

No. Periode 
RKT 

Tanggal 
Disetujui 

Tanggal 
Di Submit 

Jenis Usaha 
Pemanfaatan Hutan 

1. 2024 5 Januari 
2024 

5 Januari 
2024 

Hasil hutan kayu 
hutan alam 

2. 2025 3 Februari 
2025 

3 Februari 
2025 

Hasil hutan kayu 
hutan alam 

 
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Laporan 

Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan.   
c) Baik RKT 2024 maupun RKT 2025 disusun sesuai dengan hasil 

inventarisasi potensi hasil hutannya. 
2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai membuat Peta Kerja untuk setiap blok 
usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 
2024 maupun RKT Tahun 2025 

b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada 
sebagian Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya, terdapat Peta Kerja 
yang tidak memperhatikan keberadaan areal yang seharusnya dilindungi. 

 
3. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan 

usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu alam blok RKT 2024 dan 2025 sesuai dengan 
peta kerja tetapi belum mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung. 
Lokasi tanda batas blok RKT sesuai antara lapangan dengan Peta Kerja. 
Tanda batas kawasan lindung dapat ditemukan dengan pemasangan plang 
pada sempadan sungai Balai Balo 0o15’25,7”S, 114o09’58,9”, namun tanda 
rintisan batas sempadan tidak jelas . 

4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 
pendek 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Karya Delta Permai : 

No Kesesuaian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam 
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RKTPH 2023 
RKTPH 2024 

Murni Carry Over 

 1. LUASAN    

a. 
Rencana 
(ha) 1,795.83 299 2,283.33 

b. Realisasi 
(ha) 

1,759.29 251.02  1,924.65 

c. Pencapaian 97.97% 83.95% 84.29 

 2. LOKASI 

(0°15'51,663"S 
114°10'26,384"E): 
- (0°18'21,82"S 
114°13'37,52"E:) 

(0°11'58,425"S 
114°8'51,838"E) 
- (0°13'35,434"S 
114°11'1,273":E) 

(0°13'37,772"s 
114°7'3,384"E) 
- 
(0°17'21,603"S 
114°11'0,15"E) 

 3. VOLUME       

a. Rencana 
(m3) 

32,548.75 2,981.74 
34,603.73 

b. 
Realisasi 
(m3) 31,637.17 2,497.26 28,809.51 

c. Pencapaian 97.20% 83,75% 83.26% 

Berdasarkan data tersebut PBPH PT Karya Delta Permai menjalankan usaha 
pemanfaatan hutan pada lokasi dan luas produksi sesuai RKTPH dengan 
volume kayu yang tumbuh alami rata-rata dalam dua tahun terakhir  83,5%  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 15 / 18 X 100 % = 83,33 %  = BAIK  

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.6.1 

 
 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 
publik). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Laporan Keuangan PBPH PT Karya Delta Permai tahun buku terakhir 
yang telah diaudit Akuntan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun 
Buku  2023  

b) Kondisi finansial PBPH PT Karya Delta Permai berdasarkan hasil audit  
Kantor Akuntan Publik :  
- Likuiditas : 618,70% 
- Solvabilitas : 193,30% 
- Profitabilitas : 3,19% 
- Catatan / Pendapat : Wajar Dengan Pengecualian 

2. Verifier 2.6.2 
 
 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan 
force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang 
dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pengelolaan keuangan dinilai kurang proporsional.  Perbedaan realisasi 
alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan). Terdapat 
perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 20 – 50% yaitu 
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antara pos biaya kegiatan Pemungutan Hasil Hutan yang terealisasi 
sebesar Rp. 15.098.263.889 (111%) dengan pos biaya kegiatan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 
5.887.906.833 (71%). 
 

3. Verifier 2.6.3 
 
 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh 
akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui 
dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2023) yang telah diaudit 
Kantor Akuntan Publik, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan 
adalah sebagai berikut : 
 

No. POS BIAYA PEMANFAATAN 
HUTAN 

(sesuai RKAP) 

Rencana 
(Rp. x 1 

Juta) 

Realisasi 
(Rp. x 1 

Juta) 
1 Perencanaan  2.985,79 2.513,87 
2 Pembangunan Sarana dan 

Prasarana 
8.288,37 5.887,91 

3 Pemungutan Hasil Hutan 13.600,19 15.098,26 
4 Pembinaan Hutan 2.585,37 2.335,82 
5 Pengendalian Kebakaran dan 

pengawasan Hutan 944,22 777,69 

6 Pemenuhan Kewajiban Kepada 
Lingkungan dan Sosial 372,58 387,16 

7 Kelola Sosial/PMDH 1.380,83 1.168,34 
8 Pemenuhan Kewajiban Kepada 

Negara 
12.216,06 11.779,86 

9 Beban Penelitian dan 
Pengembangan 413,87 

416,73 

10 Beban Administrasi dan Umum 8.108,72 9.283,03 
 Jumlah 50.896,00 49.648,68 

 
Realisasi dana mencapai 97,55% dari yang dianggarkan sesuai RKAP. 

4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Aktual : 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2023) yang telah diaudit 
Kantor Akuntan Publik, realisasi biaya pemanfaatan mencapai 98%. Hal ini 
menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan yang 
lancar dan sesuai dengan output kegiatannya, namun terdapat kegiatan 
yang tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu pembuatan jalan angkutan 
pada Et-0. 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA  BAIK /  Nilai Aktual : 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT 
Karya Delta Permai untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan 
adalah sebagai berikut : 

1. Tahun 2022 

No. Kegiatan Bina Hutan Rencana 
(Rp. x 1 Juta) 

Realisasi 
(Rp. x 1 Juta) 

1 Pembinaan Hutan 2.839,13 2.562,77 
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2 
Pengendalian Kebakaran 
dan pengawasan Hutan 888,00  1.060,14 

3 Beban Penelitian dan 
Pengembangan 

385.,00  448,85 

 Jumlah 4.112,13 4.071,76 
Rata-rata mencapai 99,02% 
 

2. Tahun 2023 

No. Kegiatan Bina Hutan Rencana 
(Rp. x 1 Juta) 

Realisasi 
(Rp. x 1 Juta) 

1 Pembinaan Hutan 2.585,38 2.335,82 

2 Pengendalian Kebakaran 
dan pengawasan Hutan 

944,23  777,69 

3 
Beban Penelitian dan 
Pengembangan       13,88  416,74 

  Jumlah 3.943,49 3.530,23 
Rata-rata mencapai 89,52% 

Dalam dua tahun anggaran 2022 dan 2023 realisasi modal untuk kegiatan 
pembinaan hutan lebih 80% dari jumlah yang direncanakan.. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 20 / 24 X 100 % = 83,33 %  BAIK  

 

 

3. ASPEK EKOLOGI 
 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

1
. 

Verifier 3.1.1  : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau 
dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi 
ABKT 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah menetapkan kawasan yang 
dilindungi di dalam areal kerja sesuai Surat Keputusan Direktur No. 
17/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang Penetapan 
Kawasan Lindung di areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai. Jenis dan 
luas kawasan lindung sesuai dokumen lingkungan dan dokumen 
perencanaan meliputi : 

 
No. 

Jenis Kawasan 
Lindung 

Luas Kawasan Lindung (Ha) 

 
ANDAL 

Tahun 1999 

Revisi 
RKUPHH
K 2011-

2020 
(2015) 

RKUPHHK 
2021 – 
2030 

(2020) 

1. Sempadan sungai 299 1.760 1.548 

2. Buffer zone Hutan 
Lindung 

1.880 3.950 6.975 

3. Hutan Kerangas / 
Prenget 

- 5.602 3.017 
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4. KPPN 300 400 371 

5. KPPS/koridor satwa/ 
KPSL 

614 400 363 

Jumlah 3.093 12.112 12.274 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai 
dengan Dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2020 (Periode 2021 – 2030) 
yang telah disahkan sesuai SK KemenLHK No. SK.7531/MENLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020. Luas kawasan 
lindung yang dialokasikan sebesar 12.274 Ha dari luas areal izin ±85.950 
Ha. 

c) PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki Laporan Aspek Biodiversitas 
bekerja sama dengan PT Kiara Multi Lestari yang di dalamnya terdapat 
hasil identifikasi potensi ABKT namun tidak lengkap, hanya ABKT 1 
sampai 3 yang dilakukan identifikasi dan tidak berfokus pada penilaian 
ABKT (tidak terdapat informasi luasan, lokasi, dan peta ABKT). 

2
. 

Verifier 3.1.2  : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda 
batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat penataan batas baru di 
kawasan lindung. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan 
batas kawasan lindung yang rusak/hilang. Realisasi penataan batas 
kawasan yang dilindungi sampai dengan audit Penilikan Ke-1 (2025) 
sebesar 218.117,5 meter (52,16% dari panjang kawasan lindung 
418.169,32 meter). Secara lebih rinci rencana dan realisasi penataan 
batas kawasan lindung PT Karya Delta Permai ditunjukkan pada tabel 
berikut. 

No. Kawasan Dilindungi 
Panjang 

Batas KL (m) 
Realisasi 
TTBT-KL % 

1. Buffer Zone       

 

- HL Lampunyat 147.930 65.729,50 44% 

- HL Bondang 9.138 9.138 100% 

- HL Bumbun 6.983 6.250 90% 

2. KPPN 7.738,54 4.000 52% 

3. KPSL 7.788,21 4.000 51% 

4. Hutan Prenget 18.812 0 0% 

5. Sempadan Sungai       

  

- Osom 15.777,16 0 0% 

- Toloh 9.884,90 35.000 100% 

- Lungun 14.074,76 0 0% 

- Laung 14.526,42 25.000 100% 

- Buso 7.779,86 6.400 82% 

- Danum Tolung 20.834,26 14.400 69% 

- Briwit 32.762 29.400 90% 
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- Barito 20.953 0 0% 

- Murung 19.497 0 0% 

- Banturung 2.804 0 0% 

- Terusan 9.860 11.900 100% 

- Lampunyat 6.554,21 0 0% 

- Lumi 20.912 0 0% 

- Sopan 23.560 6.900 29% 

  Total (meter) 418.169,32 218.117,50   

  Persentase (%) 52,16%   

b) Pemeliharaan batas kawasan lindung periode 2 tahun terakhir sebagai 
berikut : 

No. Lokasi 
Panjang Pemeliharaan Batas 

Kawasan Lindung (meter) 

1. Buffer zone Hutan Lindung 
Bondang 

3.000 

2. Kawasan Lindung In situ/ Hutan 
Prenget 

12.000 

3. Buffer zone Hutan Lindung 
Bumbun 

4.000 

4. Buffer zone Hutan Lindung 
Lampunyat 

3.000 

 Total 22.000 meter / 22 Km 

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara sampling, 
implementasi penataan batas kawasan lindung PT KDP sebagai berikut 
: 

- Buffer zone Hutan Lindung Bumbun (0˚14’44,58” N - 114˚21’40,98” 
E), diverifikasi terdapat pemeliharaan batas di lapangan. Papan 
nama berwarna hijau sebanyak 2 buah, bertuliskan nama kawasan 
lindung dan satu lainnya merupakan plang himbauan menjaga 
hutan. Patok ikat kawasan lindung berupa patok kayu dengan tinggi 
±150 cm berwarna merah dengan ujung putih. Patok rintis kawasan 
lindung berupa cat warna merah di pohon/tegakan berbentuk polet 
1 garis vertikal. 

- Buffer zone Hutan Lindung Prenget (0˚13’52,596” N - 
114˚17’15,906” E). Plang batas rintis berupa papan nama dari kayu 
berwarna hijau bertuliskan Batas Hutan Prenget (ukuran 50 cm x 20 
cm). Plang batas rintis berupa polet 3 garis menyamping dari cat 
berwarna merah (///). Berdasarkan keterangan dari Pak Zainal 
(Bagian Lingkungan), perbedaan bentuk polet dikarenakan areal 
kawasan lindung ini berbatasan dengan blok RKT. 

- Buffer zone Hutan Lindung Lamponyat (0˚12’57,162” N - 
114˚16’15,732” E), papan nama berwarna hijau sebanyak 2 buah, 
bertuliskan nama kawasan lindung dan satu lainnya merupakan 
plang himbauan menjaga hutan. Plang batas rintis berupa polet 3 
garis menyamping dari cat berwarna merah (///).  



 
 

Halaman 24 dari 76 
 

F1-02.15 Rev.1 

3
. 

Verifier 3.1.3  : Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai aktual 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Kondisi penutupan lahan pada areal kawasan lindung PBPH PT Karya 
Delta Permai didasarkan pada hasil tumpang susun (overlay) Peta 
Penafsiran Citra Satelit Tahun 2025 (Sumber : Landsat 8 Band 653; 
Scene ID : Path 118 Row 060; Akuisisi tanggal 5 April 2024; skala 
deliniasi 1 : 50.000). Penutupan kawasan lindung PT KDP masih 
dominan berhutan seluas 10.795,04 Ha (87,95%) dengan jenis hutan 
lahan kering sekunder dan belukar, secara rinci ditunjukkan pada tabel 
berikut. 

No
. 

Kawasa
n 

Lindung 

Penutupan Lahan (Ha) 

HLKP HLKS B S LT TA Total 

1 
Buffer 
zone 

              

  

  

  

Lampun
yat 

1.948,
93 

3.972,9
6 79,76     

484,3
6 

6.280,
89 

Bondang   146,48   
259,5

7   16,97 
409,6

4 

Bumbun   292,84   0,92     
284,4

7 

2 KPPN 145,36 189,95 36,14     0,13 
371,5

8 

3 KPSL 68,53 130,83   0,1   
164,6

1 
363 

4 Hutan 
Prenget 

1.215,
37 

1.443,2
3 

41,27 149,4
1 

10,98 114,9
6 

3.017,
00 

5 
Sempad
an 
Sungai 354,77 885,8 14,22 45,37 38,29 

119,9
53 

1548,
01 

Jumlah  
3.732,

96 
7.062,0

8 
171,

38 
455,3

8 49,27 

900,9
9 

(7,34
%) 

12.27
4,58 

Areal 
Berhutan 

10.795,04 Ha (87,95%)         

Areal Tidak Berhutan 676,03 Ha (5,51%)   
Kett : HLKP – Hutan Lahan Kering Primer; HLKS-Hutan Lahan Kering Sekunder; B – 
Belukar; S – Semak; LT – Lahan Terbuka; TA – Tertutup Awan 

b) Realisasi penanaman / rehabilitasi kawasan yang dilindungi selama 
periode audit sebagai berikut : 

No. Lokasi 
Jumlah 

Bibit 
(Batang) 

Jenis Luas (Ha) 

1. Hutan Prenget Petak Q-25 1600 Rotan 4 

2. Sempadan Sungai Briwit Petak 
Y-34 

800 Durian 2 
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c) Kondisi penutupan kawasan lindung sesuai hasil pengecekan lapangan 
secara sampling diantaranya :  

- Pada areal Buffer zone Hutan Lindung Bumbun (0˚14’44,58” N - 
114˚21’40,98” E); Buffer zone Hutan Lindung Prenget (0˚13’52,596” 
N - 114˚17’15,906” E); Buffer zone Hutan Lindung Lamponyat 
(0˚12’57,162” N - 114˚16’15,732” E); dan Sempadan Sungai Briwit 
(0˚18’20,976” N - 114˚22’7,158” E), areal kawasan lindung dominan 
berhutan berupa Hutan Primer dan Sekunder (LOA) dengan tutupan 
rapat dan jenis tanaman Dipterocarpa, rimba campuran, dan 
tanaman endemis lokal 

- Pada Sempadan Sungai Danum Tolung (0˚12’2,232” N - 
114˚14’33,366” E); Sempadan Sungai Kamang (dekat S. Gembira) 
(0˚14’37,446” N - 114˚10’39,132” E); dan Sempadan Sungai Batu 
Boa (0˚14’16,116” N - 114˚10’41,742” E), penutupan sempadan 
sungai sebagian terbuka akibat penambangan emas ilegal. 

4
. 

Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis 
tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : NOT APPLICABLE 

Ringkasan 
Justifikasi 

 

 Jenis tanah di areal PBPH PT Karya Delta Permai termasuk dalam jenis 
tanah mineral, diantaranya Dystopepts dan Tropudults. Pada areal PBPH PT 
KDP tidak terdapat jenis tanah gambut (peat) sehingga tidak terdapat 
kawasan lindung fungsi ekosistem gambut dan verifier ini dinilai Not 
Applicable. 

5
. 

Verifier 3.1.5  : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdapat 
aktivitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat, diantaranya : 

- Penambangan emas di areal kawasan lindung teridentifikasi di 20 
lokasi dengan luasan mencakup 706,48 Ha. 

- Perambahan hutan berupa pemukiman masyarakat penambang 
emas di Sempadan Sungai Danum Tolung, SS. Gembira, dan SS. 
Batu Boa 

b) Terhadap aktivitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT 
Karya Delta Permai telah menindaklanjuti dengan sosialisasi kawasan 
lindung : 

- Tahun 2023 : Desa Joloi I, Desa Takajung, Desa Mantiat Pari, Desa 
Osom Tompok, Desa Olong Balo, dan Desa Olung Ulu. Sosialisasi 
tahun 2023 belum dilaksanakan pada Desa Damang dan Desa 
Saruhung 

- Tahun 2024 : Desa Mantiat Pari, Desa Joloi, Desa Takajung, Desa 
Damang, Desa Saruhung, Desa Olong Balo, Desa Olung Ulu, dan 
Desa Osom Tompok.  
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Sosialisasi kawasan lindung belum sampai pada tahap NKK (Nota 
Kesepahaman Kerja sama)/ MoU atas penyelesaian konflik di kawasan 
lindung. 

6
. 

Verifier 3.1.6  : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai 
AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat dan melaporkan hasil 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara 
elektronik melalui website SPEED/SIMPEL setiap semester selama 
periode 2 tahun terakhir. Pelaporan telah dilakukan sesuai tata 
waktunya. Tanda terima penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL 
secara elektronik ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tahu
n 

Semester I Semester II 

2023 ID TTE : 1692673580-17205 

Periode TTE : 1 Januari 2023 
– 30 Juni 2023 

Waktu Cetak TTE : 22 Agustus 
2023 

ID TTE : 1711783622-17205 

Periode TTE : 1 Juli 2023 – 18 
Desember 2023 

Waktu Cetak TTE : 30 Maret 
2024 

2024 ID TTE : 1722141685-17205 

Periode TTE : 1 Januari 2024 
– 30 Juni 2024 

Waktu Cetak TTE : 28 Juli 
2024 

ID TTE : 1737167454-17205 

Periode TTE : 1 Juli 2024 – 31 
Desember 2024 

Waktu Cetak TTE : 18 Januari 
2025 

b) Laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang tersedia mencakup 
kegiatan : 

- Identifikasi biodiversity flora dan fauna tahun 2024 bekerja sama 
dengan PT Kiara Multi Lestari sesuai Laporan Aspek Biodiversitas 
Tahun 2024 

- Pemeliharaan batas kawasan lindung sejauh 22 Km 

- Pemasangan papan larangan dan papan himbauan areal kawasan 
lindung (Buffer zone Hutan Lindung Bumbun; Air Terjun Camp Briwit; 
Buffer zone Hutan Lindung Lampunyat; Camp Lokaya ABT 2023; 
Sungai Balai Balo ABT 2024; Areal Kebun Benih; KPPN; KPSL) 

- Kegiatan perlindungan hutan, mencakup laporan : Laporan Patroli 
PPH bulanan dan Laporan dalkarhutla bulanan via SIPONGI 

- Kegiatan penanaman areal kawasan lindung di Hutan Prenget dan 
SS. Briwit 

- Sosialisasi kawasan lindung tahun 2023 dan 2024 

c) Data/laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia sesuai 
dokumen rencana / SOP, diantaranya : 

1. Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Dilindungi Tahun 2023 

2. Laporan Kegiatan Penataan Batas Kawasan Lindung : Sempadan 
Sungai, KPPN, KPSL, Buffer zone Hutan Lindung Bumbun, dan 
Hutan Prenget 
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3. Laporan penanaman kawasan lindung di Sempadan Sungai yang 
terbuka akibat penambangan emas ilegal (SS. Danum Tolung, SS. 
Gembira, dan SS. Batu Boa) 

4. Laporan Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2023 kepada Desa 
Damang dan Desa Saruhung 

Nilai Kinerja Indikator 
3.1 

: (15 / 21) x 100% = 71,43% = SEDANG 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1  

 

 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, 
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Karya Delta Permai sesuai 
dokumen RKUPHHK Tahun 2020 Periode 2021-2030, wawancara, dan 
verifikasi lapangan adalah kebakaran hutan, perambahan hutan, ilegal 
Logging, perburuan, hama penyakit tanaman, dan penambangan emas liar. 
PBPH PT Karya Delta Permai telah menyusun dan menetapkan prosedur 
untuk mencegah dan menangani gangguan hutan di atas, diantaranya 
ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. Judul Prosedur Kelengkapan 

1. Standar Operasional Prosedur 
Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan. 
SOP/51/BINHUT-PKHL/2018, 
Revisi ke : 3. 

Prosedur belum menjelaskan terkait 
perhitungan penentuan skor papan FDR 
(Fire Danger Rating) atau papan 
peringkat bahaya kebakaran 

2. Standar Prosedur Operasi 
Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan. 
SPO/57/PH- PPH/2018, Revisi 
ke : 2. 

Lengkap, mencakup penanganan 
gangguan hutan penanganan ilegal 
logging, perambahan lahan, 
pertambangan tanpa izin, perburuan 
satwa liar, dan penangkapan ikan 
menggunakan racun, alat listrik, dan 
bahan peledak 

3. Standar Operasional Prosedur 
Pengendalian Hama dan 
Penyakit Tanaman. 
SOP/56/BINHUT-PHPT/2018, 
Revisi ke: 3 

Prosedur belum menjelaskan secara 
rinci penanganan terhadap jenis-jenis 
penyakit tertentu (jenis dan dosis 
pestisida, frekuensi pemberian 
pestisida, teknis karantina tumbuhan 
berpenyakit, dan lainnya) 

4. Standar Operasional Prosedur 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan No. Dok. KDP-04 
Revisi 3 tanggal 19 Juli 2022. 
Instruksi kerja 
penanggulangan aktivitas yang 

Prosedur ini tidak mencantumkan 
rujukan/ ketentuan terkait. 
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mengganggu ekosistem 
sempadan sungai 

Sumber : Prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan PT Karya Delta 
Permai 

Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan belum 
lengkap, yakni : 

1. Sebagian prosedur tidak mengacu kepada pedoman atau ketentuan 
yang berlaku. 

2. Sebagian prosedur belum memiliki substansi/isi SOP secara lengkap 
sesuai ketentuan 

2. Verifier 3.2.2  : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai aktual 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan 
hutan yang dimiliki PBPH PT Karya Delta Permai saat audit Penilikan Ke-
1 (2025) ini dilakukan meliputi: 

Jenis Gangguan Hutan Sarana Prasarana yang disediakan 

Pencegahan dan 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 

a. Sarana prasarana karhutla tercantum dalam 
Daftar Perlengkapan Dalkarhutla PT Karya 
Delta Permai Tahun 2024, namun berdasarkan 
pengecekan ketersediaan sarpras dalkarhutla 
di lapangan, beberapa sarpras tidak tersedia 
sesuai daftar.  

b. Sarana prasarana dalkarhutla belum lengkap 
sesuai dengan aturan penyediaan untuk 2 
regu inti (30 orang) dalam PermenLHK P.32 
tahun 2016, diantaranya seperti : 

- Peralatan pribadi : helm 12 unit (sebagian 
sudah dibawa personil); sepatu boots (30 
unit/cukup); dan Wearpack suit 12 unit 
(Kurang 18 unit).  Tidak tersedia kantong 
tidur, sarung tangan, kacamata pengaman, 
masker tahan asap, dan lainnya. 

- Peralatan tangan : Tidak tersedia, seperti 
kapak duan fungsi, gebyok, garu tajam, 
pompa punggung, dan lainnya 

- Peralatan mekanis : Pompa jinjing 1 unit 
(Kurang 5 unit); Nozel dan Selang 2 buah 
(Kurang 8 unit).  

- Peralatan transportasi : Truk air dalkarhutla 
1 unit (Kurang 1 unit). Tidak tersedia 
kendaraan khusus patroli tim karhutla. 

- Peralatan pemantauan karhutla : Plang 
FDR/PBK 2 buah di Camp Induk Briwit dan 
Camp Liang (Seluruhnya Rusak); Menara 
Api 2 buah (1 Baik, 1 Rusak) 

Perambahan Hutan, 
Ilegal Logging, 
Perburuan Flora dan 
Fauna, Hama Penyakit 

PT KDP menyediakan sarana prasarana 
pengamanan hutan/security namun belum 
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Tanaman, dan 
Penambangan Emas 
Liar 

memadai sesuai kebutuhan personil (6 orang), 
diantaranya: 

Sarana : Seragam 2 buah; Sepatu 4 
pasang;Baton/Tongkat T security 2 unit; Peluit 2 
unit; Helm 4 unit; GPS 1 unit; Kompas 1 Unit; 
Radio HT 2 Unit; Senter 4 unit 

Prasarana : Pos jaga 3 lokasi 

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi sarana prasarana dalkarhutla 
maupun security sebagian berfungsi dengan baik. 

3. Verifier 3.2.3  : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung 
dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT Karya 
Delta Permai saat ini, terdiri dari : 

No. Unit Kerja 
Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan 
Jumlah Personil 

Personel 
Certified 

1. Brigade 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 
dan Lahan 

  

 - Regu Inti 
Dalkarhutla 

2 Regu (30 orang) Tidak ada 

- Regu Pendukung 
Dalkarhutla 

1 Regu (seluruh 
karyawan) 

Tidak ada 

- Regu Perbantuan 
Dalkarhutla / 
Masyarakat Peduli 
Api (MPA) 

Kelompok Binaan PT 
KDP (Tidak ada MoU dan 
nama personil sehingga 
data tidak valid) 

Tidak ada 

2. Security dan Wakar 6 orang 1 orang 

3. Kerja sama dengan 
Instansi Terkait 

Tidak ada bukti 
dokumentasi 

 

b) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang 
dalkarhutla dan pengamanan hutan), dinilai tidak memadai. Seluruh 
personil dalkarhutla belum memiliki sertifikat kompetensi dalkarhutla 
Manggala Agni dari Pusdiklat SDM LHK dan hanya 1 personil security 
memiliki sertifikat kompetensi kualifikasi Gada Pratama. 

c) Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung 
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sudah optimal berupa 
pelaporan dalkarhutla dan pemantauan hotspot secara rutin melalui 
website SIPONGI. 

4. Verifier 3.2.4  : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ 
represif) 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
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Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Selama periode audit, PT KDP telah melaksanakan kegiatan 
perlindungan dan pengamanan hutan secara preemtif, preventif, 
maupun represif, diantaranya : 

- Tindakan preemtif, berupa : Sosialisasi kawasan lindung tahun 2023 
dan 2024 (merujuk verifier 3.1.5) dan pemasangan plang 
larangan/himbauan perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup. 

- Tindakan preventif, berupa penyediaan prosedur, sarpras, dan SDM 
perlindungan dan pengamanan hutan (namun penyediaan belum 
optimal); Patroli areal kerja seminggu sekali; Penempatan pos 
keamanan dan dijaga oleh security; dan monitoring hotspot 
menggunakan website SIPONGI.  

- Tindakan represif, berupa : penyampaian laporan bulanan 
pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke instansi terkait via 
SIPONGI 

b) Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan oleh PT Karya Delta Permai 
dinilai belum optimal karena belum melaksanakan : 

- Monitoring Peringkat Bahaya Kebakaran 

- Kerja sama dengan masyarakat dalam pembentukan Masyarakat 
Peduli Api (MPA) 

- Mengadakan pelatihan internal untuk pengembangan kompetensi 
SDM karhutla dan security  

- Penyuluhan secara langsung pada pelaku pembalakan liar, 
penambangan emas ilegal, dan pembukaan lahan ilegal oleh 
masyarakat 

- Kerja sama dengan pihak berwajib dalam menangani gangguan 
hutan berupa pembalakan liar, perladangan, dan penambangan 
emas tanpa izin (sesuai prosedur terdokumentasi) 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (9 / 15) x 100% = 60,00%  = SEDANG  

 

Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1  

 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki prosedur pengelolaan dan 
pemantauan dampak fisik dan kimia dari kegiatan pemanfaatan hutan, 
meliputi : 

Jenis dampak : Peningkatan aliran permukaan (run-off) serta terjadinya 
erosi dan sedimentasi 

1. SOP Pemantauan Erosi dan Sedimentasi (No: SOP/04/BINHUT-
ES/2019, Rev. 03) 

2. SOP Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai (No. 
SPO/03/KELING-KTAS/2010 Rev. 2) 
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3. SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan (No. 
SPO/06/KELING-KTAP/2010 Rev. 2) 

4. SOP Konservasi Tanah dan Air Vegetatif (No. SPO/07/ KELING-
KTAV/2010 Rev. 2) 

5. SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan (No. 
SPO/05/KELING-DCH/2010 Rev. 2) 

6. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. KDP-04 Revisi 3, 
Tanggal 19 Juli 2022 (IK No. 20. Pemantauan Curah Hujan) 

Jenis dampak : Pengukuran Debit Air Sungai 

1. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. KDP-04 Revisi 3, 
Tanggal 19 Juli 2022. (IK No. 19. Pemantauan Debit Air) 

2. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. KDP-04 Revisi 3, 
Tanggal 19 Juli 2022. (IK No. 17 Pembuatan Alat Pengukur Fluktuasi 
TMAS dan IK No. 18 Pemantauan Fluktuasi TMAS) 

b) PT KDP memiliki prosedur terkait penanganan limbah B3 yakni SOP 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No. KDP-04 Revisi 3, Tanggal 
19 Juli 2022 (Prosedur Kerja No. 44. Pengelolaan Sampah). Prosedur ini 
menggambarkan kegiatan pengelolaan limbah B3, namun isi pengelolaan 
belum mengacu pada peraturan terbaru terkait yaitu PP No. 22 Tahun 
2021. 

c) SOP pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia PT KDP dinilai 
belum lengkap sesuai dampak yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH 
PT Karya Delta Permai yakni tidak tersedia prosedur : Penurunan kualitas 
air permukaan; Gangguan terhadap biota air; Penurunan kualitas tanah; 
Penurunan kualitas udara; dan Peningkatan kebisingan. 

d) Sebagian prosedur yang telah tersedia tidak mencantumkan 
rujukan/aturan yang berlaku. 

2. Verifier 3.3.2  

 

 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai  

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan 
dampak fisik-kimia dan limbah B3 ditunjukkan pada tabel berikut : 

No Sarana Prasarana Lokasi dan Kondisi 

A. Sarana prasarana pemantauan dampak  

1. Pengukur curah hujan 
(ombrometer) 

Lokasi : Basecamp Briwit (0°17'18.902" LS 
114°21'1.874" BT).  Kondisi : Baik  

2. Pengukur suhu 
udara dan 
kelembaban udara 

Lokasi : Basecamp Briwit. Kondisi : Baik 

3. Pengukur erosi - Blok RKT 2021 Petak O16 : Tanpa naungan 
(0º12'31.743 S 114º12'21.800 E) dan Dalam 
Naungan (0º12'36.040”S 114º12'15.137”E) 

- Blok RKT 2023 Tanpa Naungan  
(0°16'16,662"S 114°11'21,72"E) 

- Bak erosi kontrol tanpa naungan 
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(0°11'13,002"S 114°13'17,346"E) 

4. Pengukur Tinggi 
Muka Air Sungai 

Sungai Camp Briwit (0°17'20,514"S 
114°21'3,54"E). 

B.  Sarana prasarana pengelolaan dampak 

5. Sarana PWH Buldoser Traktor (3 Unit); Motor grader (2 Unit); 
Dump Truck (3 Unit); Wheel Loader (1 Unit); 
Nissan Tangki (1 Unit). Kondisi : Baik 

6. Sarana produksi Traktor (9 Unit); Logging Truk/Trailer (6 Unit); 
Wheel Loader (3 Unit); Chainsaw (9 Unit). 
Kondisi : Baik 

7. TPS Limbah B3 Camp Briwit (TPS LB3) : 0°17'13.771"S 
114°21'3.380"E 

Camp Liang Logpond (Shelter TPS LB3) : 
0°15'45,69"S 114°7'28,536"E 

Izin TPS limbah B3 : Dalam proses 
perpanjangan 

MoU Pengangkutan Limbah B3 : belum tersedia 

8. Rumah mesin genset - Basecamp Briwit (0°17'22.447" S 
114°21'1.722" E). Lantai sudah kedap air (di 
cor semen). Oil trap/sedimen pond sudah 
tidak terpelihara 

- Basecamp Liang (0°15'46,788"S 
114°7'29,238"E). Lantai di semen dan 
pembersihan lantai dengan bubur kayu. 
Tidak dilengkapi oiltrap. 

- Basecamp Lokaya (0°16'13,56"S 
114°11'14,13"E). Bengkel tidak kedap cairan. 
Bangunan tidak berpenutup penuh 
(berpotensi bising). Tumpahan oli jatuh ke 
tanah. Tidak ada sarana pembersihan BBM 
yang tumpah. 

9. TPA sampah organik 
dan anorganik 

- Basecamp Briwit (0º17'22.037 S 
114º20'42.843 E). Tersedia 2 lubang untuk 
sampah organik dan anorganik. Masih belum 
terpisah antara sampah organik dan anorganik 
dalam lubang. 

- Basecamp Liang (0°15'44,928"S 
114°7'26,772"E). Lubang sampah ada 2 
macam namun tidak diberi informasi mana 
yang organik dan anorganik. Lubang sampah 
bercampur (seluruhnya terdiri dari sampah 
anorganik). 

- Basecamp Lokaya (0°16'10,836"S 
114°11'13,272"E). Lubang sampah kosong 
(masih baru). Sudah diberi penandaan organik 
dan anorganik. 

10. Tempat sampah Potongan drum yang ditempatkan di area 
basecamp (Sampling : Basecamp Liang 
0°15'47,866"S 114°7'27,579"E). Penempatan 
sampah organik dan anorganik masih menjadi 
satu. 

11. Persemaian Basecamp Manahat (0°11'14,052"S 
114°13'21,096"E). 
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b) Kepemilikan sarana prasarana dinilai belum memadai, dikarenakan belum 
memiliki izin pendirian Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah 
B3 (perpanjangan); Belum ada kerja sama pengangkutan LB3; Tidak 
dibangun sodetan atau guludan pada jalan sarad atau lokasi bekas 
tebangan yang rawan erosi; dan sarana prasarana yang rawan tumpahan 
BBM sebagian belum didesain dengan bangunan teknis untuk 
meminimalisir pencemaran tanah (seperti gudang genset, bengkel, dan 
tempat pengisian solar) melalui semenisasi lantai dan bangunan 
dilengkapi parit-parit yang tersambung dengan oiltrap. 

c) Ketersediaan sarana prasarana telah didukung oleh personel PBPH yang 
terlatih, yang terdiri dari 2 personil GANISPH BINHUT dan 6 personil 
kelola lingkungan.  

3. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai 
dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia di areal PBPH, PT KDP telah melaksanakan pengelolaan 
diantaranya : 

1. Kegiatan penebangan dilakukan sesuai blok RKT   
2. Penanaman setelah proses penebangan berupa penanaman pengayaan, 

rehabilitasi, penanaman kakija, dan SILIN dengan persentase tahun 2023 
sebesar 71,6% dan tahun 2024 sebesar 91,03% dari rencana 

3. Penyesuaian panjang jalan sarad belum optimal menggunakan rute 
terpendek namun sudah mempertimbangkan kontur lahan 

Kegiatan pemantauan dampak fisik kimia yang dilaksanakan PT KDP sebagai 
berikut : 

1. Pemantauan curah hujan setiap hari 

2. Pemantauan erosi dan sedimentasi setiap minggu. Pada tahun 2023 
dilakukan di bak erosi kontrol Camp Briwit; Camp Manahat (Pasca 
pemanenan); dan Camp Lokaya (Operasi pemanenan), sedangkan tahun 
2024 di bak erosi kontrol Camp Briwit dan areal bekas tebangan 2023. 

3. Pemantauan uji kualitas air sungai tahun 2023 di Sungai Buso, Sungai 
Lokaya Hilir, Sungai Lokaya Hulu, Sungai Sopan, dan Sungai Beriwit 
Hulu. Tahun 2024 di Sungai Lumi dan Sungai Lokaya. 

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik-
kimia PT Karya Delta Permai yang belum dilaksanakan secara optimal 
diantaranya : 

- Belum ada penerapan RIL (Reduced Impact Logging) 
- Belum ada sedimen trap, guludan, maupun sodetan dari sisa-sisa 

tebangan untuk mencegah erosi 
- Penambangan emas di sekitar areal sempadan sungai (Sungai Danum 

Tolum, S. Gembira, S. Batu Boa, dan sungai lainnya) dapat menyebabkan 
air sungai memiliki tingkat sedimentasi dan kekeruhan yang tinggi. 

- Teknik penebangan dan penyaradan belum optimal sehingga tingkat 
kerusakan tegakan tinggal cenderung tinggi >30%. Hal ini berdampak 
terhadap kualitas tanah dan erosi 
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- PT KDP belum melaksanakan pemantauan kualitas tanah, pemantauan 
kondisi biota perairan, pemantauan kualitas udara, pemantauan tingkat 
kebisingan, dan pemantauan neraca limbah B3 

- Pengelolaan limbah B3 belum optimal sesuai ketentuan perundangan, 
diantaranya belum memiliki izin TPS LB3 (perpanjangan), belum bekerja 
sama dengan pihak ketiga pengangkut LB3, serta sarana prasarana 
bengkel, gudang genset, dan bangunan rawan tumpahan BBM lainnya 
belum dibuat untuk meminimalisir pencemaran tanah akibat tumpahan 
BBM. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

: (8 / 12) x 100%  = 66,67% = SEDANG 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 

 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Karya Delta Permai 
diantaranya :  

No. 
Nama dan 

Pengesahan 
Prosedur 

Deskripsi singkat 

1. Standar Operasional 
Prosedur Identifikasi 
Flora (No. SOP/09/ 
KELING-IF/2022, 
Revisi Ke-3) 

 

- SOP telah mencantumkan acuan/peraturan 
yang berlaku, seperti IUCN Redlist, 
Appendices CITES, dan PermenLHK P.106 
tahun 2018. 

- Identifikasi flora telah menjelaskan teknis 
identifikasi sesuai strata tegakannya (semai, 
pancang, tiang, pohon) dengan metode plot 
sampling. 

- Prosedur telah menjelaskan terkait 
inventarisasi sampai dengan tingkat 
keanekaragaman jenis (H’) 

2. Standar Operasional 
Prosedur Identifikasi 
Fauna/Satwa Liar (No. 
SOP/32/BINHUT-
ISL/2018, Revisi ke-2). 

 

- SOP telah mencantumkan acuan/referensi 
peraturan yang terkait, seperti IUCN Redlist, 
Appendices CITES, dan PermenLHK P.106 
tahun 2018. 

- Dalam prosedur identifikasi fauna telah 
mencakup secara teknis kegiatan dalam 
proses identifikasi untuk kelas mamalia, 
aves (burung), reptilia, nekton (ikan). 

- Prosedur telah menjelaskan sampai dengan 
teknis inventarisasi satwa. 

3. Standar Prosedur 
Operasi Kawasan 
Pelestarian Plasma 
Nutfah (No. 
SPO/12/KELING-

- Pengamatan flora/vegetasi dilakukan 
dengan metode jalur berpetak dengan 
panjang 1 Km dan lebar 20 m. Setiap jarak 
100 m dilakukan pengamatan terhadap 
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KPPN/2010, Revisi Ke-
2) 

vegetasi pada berbagai tingkat 
pertumbuhan (strata). 

- Prosedur telah menjelaskan terkait 
inventarisasi sampai dengan tingkat 
keanekaragaman jenis (H’)  

Ketersediaan prosedur identifikasi fauna dilindungi belum mengacu kepada 
aturan terbaru, yakni PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan 
Jenis Satwa (didalamnya memuat tata cara penilaian dan klasifikasi satwa 
dalam kegiatan identifikasi). 

2. Verifier 3.4.2  Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora 
dan fauna dilindungi tahun 2024 yang bekerja sama dengan PT Kiara Multi 
Lestari dan dituangkan dalam Laporan Aspek Biodiversitas tahun 2024. 
Pelaksanaan kegiatan ini telah sesuai dengan prosedur/teknis yang 
dipersyaratkan, diantaranya : 

Identifikasi Flora Dilindungi 

- Kegiatan identifikasi flora berbasis pengukuran karbon (Carbon Stock) 

- Teknik pengambilan sampel di lapangan dilakukan secara purposive 
stratified random sampling dengan plot berbentuk lingkaran dengan jari-
jari untuk masing-masing tingkatan yaitu, radius minimal 1,13 m untuk 
semai dan tumbuhan bawah; 2,82 m untuk pancang; 5,64 m untuk tiang; 
dan 11,29 m untuk pohon. 

Identifikasi Fauna Dilindungi 

- Identifikasi fauna telah didasarkan golongan kelas Mamalia, Avifauna, dan 
Herpetofauna 

- Teknis identifikasi fauna melalui pembuatan jalur transek sebanyak 12 titik 
transek sesuai tutupan lahan hutan : primer, sekunder, belukar, ladang, 
dan areal bekas tambang. Panjang tiap transek ±500 meter. 

Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilaksanakan tahun 
2023. 

3. Verifier 3.4.3 

 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Karya Delta 
Permai telah tersedia namun tidak lengkap, diantaranya :  

Data Hasil Identifikasi Flora Dilindungi 

a. Jenis flora yang ditemukan pada setiap strata tegakan telah dilakukan 
inventarisasi sampai dengan Indeks Nilai Penting (INP) 

b. Hasil identifikasi flora telah diklasifikasikan status perlindungannya sesuai 
IUCN Redlist, namun belum diklasifikasikan status perlindungan sesuai 
PermenLHK P.106 tahun 2018 dan Appendices CITES 
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Data Hasil Identifikasi Fauna Dilindungi 

a. Hasil identifikasi Aves dan Herpetofauna telah dilakukan inventarisasi 
dengan dihitung nilai Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wiener 
(H’); Indeks Kekayaan Spesies Margalef (d); dan Indeks Dominasi Pielou’s 
(E) 

b. Hasil identifikasi fauna telah diklasifikasikan status perlindungannya 
sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices CITES, IUCN Redlist, 
dan kategorisasi endemik kalimantan 

PT KDP belum menyediakan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi 
tahun pengamatan 2023. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

: (10 / 15) x 100% = 66,67% = SEDANG  

 

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Karya Delta Permai memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH diantaranya : 

 Standar Prosedur Operasi Pengelolaan Flora dan Fauna Yang Dilindungi 
(No. SPO/30/KELING-PFF/2014). 

 Standar Prosedur Operasi Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Yang 
Dilindungi (SPO/14/KELING-PST/2010, Rev. 2) 

Teknis kegiatan pengelolaan flora dan fauna pada prosedur diatas belum 
mengadopsi beberapa ketentuan, diantaranya  : 

- PermenLHK Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 
Desember 2018. 

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 
2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal 
Kerja PBPH. 

- Instruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar 
Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan 
Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

2. Verifier 3.5.2 

 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 
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NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah melaksanakan beberapa kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna dilindungi, diantaranya : 

1. Identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna dilindungi bekerja sama 
dengan pihak ketiga 

2. Penanaman dengan jenis pohon buah-buahan pakan satwa (Durian) 
3. Pemasangan plang terkait perlindungan flora dan fauna  
4. Penataan batas kawasan lindung (realisasi masih minim 52,16%) 
5. Melaksanakan kegiatan patroli perlindungan hutan dan penyuluhan pada 

masyarakat terkait kawasan lindung 
6. Memasang jalur lintasan satwa di jalan angkutan yang sering ditemui 

satwa melintas 
Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum dilakukan sesuai 
ketentuan atau prosedur yang dipersyaratkan diantaranya : 

1. Pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan 
manusia 

2. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa 
liar 

3. Identifikasi flora dan fauna belum dilaksanakan pada tahun 2023 

3. Verifier 3.5.3 

 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah mengalokasikan sebagian areal PBPH 
untuk perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni areal 
KPPN untuk perlindungan plasma nutfah dan KPSL untuk pelestarian 
satwa dilindungi. PT KDP juga mengalokasikan kawasan lindung 
sempadan sungai dan buffer zone hutan lindung sebagai habitat flora dan 
fauna dilindungi. 

b) Pada areal kawasan lindung PT Karya Delta Permai, masih teridentifikasi 
adanya gangguan hutan yang berpotensi mengganggu keberadaan flora 
fauna dilindungi, diantaranya : Penambangan emas di areal kawasan 
lindung yang teridentifikasi di 20 lokasi dengan luasan mencakup 706,48 
Ha. Penambang emas ini juga bermukim di areal sekitar sempadan sungai 
yang berpotensi merusak habitat flora dan fauna di wilayah tersebut 
(Sempadan Sungai Danum Tolung, SS. Gembira, dan SS. Batu Boa). 

Saat dilakukan pengecekan lapangan, ditemukan beberapa sisa gesekan 
kayu di beberapa lokasi yakni : 

- Lokasi 1 dekat dengan BZ Hutan Prenget (0˚16’35,154” S 
114˚22’31,026” E) 

- Lokasi 2 (Koordinat 0˚15’10,182” S 114˚18’22,53” E) 

- Lokasi 3 (Koordinat 0˚20’32,921” S 114˚7’58,705” E) 

c) Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan terdapat alokasi areal di dalam 
PBPH berupa habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, namun 
masih terdapat potensi gangguan terhadap habitat dan keberadaan flora 
dan fauna dilindungi tersebut. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

: (10 / 15) x 100% = 66,67% = SEDANG  

 

4. ASPEK SOSIAL 
 

Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam 

areal PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 4.1.1 
 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat dan menetapkan prosedur 
untuk pelaksanaan kegiatan : 
1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan/ atau masyarakat setempat; dan 
2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; 
sesuai dokumen SOP Mekanisme Akses Masyarakat Terhadap Hutan 
(SOP/06/KESOS-AMTH/2016) Revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022 dan SOP 
Tata Batas Partisipatif Kawasan Komunitas Setempat (SOP/02/KESOS-
TBP/2016) Revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 

a) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a),  telah 
menggunakan acuan pedoman teknis sesuai PermenLHK Nomor : 
P.9/2021, P.8 /2021, KepmenLHK Nomor : SK.9895 /2022  dan peraturan 
lainnya) 

2. Verifier 4.1.2 
 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: b) PBPH PT Karya Delta Permai menetapkan rencana kerja kegiatan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen RKUPH PT Karya Delta 
Permai Periode Tahun 2021 - 2030, yang telah disahkan berdasarkan 
SK. MenLHK Nomor : 7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 
17 Desember 2020. 

c) Kegiatan identifikasi telah dilaksanakan pada tahun 2023-2024 dan  
- telah sesuai target volume kegiatan sesuai rencana kerja; 
- tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, lengkap 

berupa Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Karya Delta Permai 
Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala 
1:100.000, Laporan Kajian Sosial PT Karya Delta Permai Tahun 2024, 
Rekap Areal Perladangan Tahun 2023 dan 2024, Data Pemanfaatan 
hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa Sekitar Tahun 2023 
dan 2024, dan Peta Sebaran HHBK Tahun 2023 dan 2024 

- Hasil kegiatan telah sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang 
diberlakukan. 

3. Verifier 4.1.3 
 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di 
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
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NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai baru sebagian membuat peta deliniasi 
areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat. 

b) Sampai dengan saat audit bulan Februari 2025, penandaan batas secara 
partisipatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), 
baru mencapai 50 %  

No. Hasil 
Deliniasi 

Implementasi 
Penandaan 

Pencapaian Persentase 
(%) 

1 Wilayah 
Desa 

 Identifikasi 
 Pemetaan 
 Penandaan 

lapangan 

 Batas Wilayah 
desa dan 
wilayah 
operasional 
telah dipetakan 
dan terdapat 
sebagian 
penandaan 
batas 
partisipatif di 
lapangan   

50% 

2 Pemanfaatan 
HHBK 

 Identifikasi 
 Pemetaan 

 Areal HHBK 
telah dilakukan 
identifikasi dan 
pemetaan, 
namun belum 
dilakukan 
penandaan di 
lapangan 

50% 

3 Areal 
Ladang 
Masyarakat 

 Identifikasi 
 Pemetaan 
 Penandaan 

lapangan 

 Areal ladang 
telah 
diidentifikasi 
dan dipetakan, 
Tahun 2024 
masih terdapat 
areal klaim 
seluas ± 510,12 
Ha 

50% 

4 Areal 
Bernilai 
Konservasi 
Tinggi  

 Identifikasi  Areal bernilai 
Konservasi 
Tinggi yang 
telah 
teridentifikasi 
adalah: 
1) Daerah 

penyangga 
penting 
sumber dan 
tangkapan air  
untuk flora 
dan fauna 
bernilai 
tinggi. 

2) Tempat suci 
oleh 
penganut 
Kaharingan 
dan suku 
Dayak Siang 
di Gunung 
Bondang. 

3) Patung 
Batugur 
Namun, 
belum 
dilakukan 
pemetaan 
dan baru 
sebagian 
dilakukan 

50% 
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penandaan di 
lapangan. 

 Jumlah 
Total 

  200/4 = 50 % 

 
c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif di setiap lokasi, 

terdokumentasi berupa Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Karya 
Delta Permai Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah 
dengan skala 1:100.000, Laporan Kajian Sosial PT Karya Delta Permai 
Tahun 2024, Rekap Areal Perladangan Tahun 2023 dan 2024, Data 
Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa Sekitar 
Tahun 2023 dan 2024, dan Peta Sebaran HHBK Tahun 2023 dan 2024 

d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi perladangan 
masyarakat penandaan batas partisipatif telah sesuai dengan prosedur, 
di lapangan terdapat signboard. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: (10 /12) x 100 % =    83,33  %  (BAIK) 

 

Indikator 4.2 : 

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 
terukur 

 

1. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai Telah membuat Laporan Pemetaan 
Potensi Konflik, dan telah tersedia bukti melaporkan kepada Instansi 
berwenang termasuk dalam Sistem Informasi Pengendalian Usaha 
Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT)Tentang hasil pemetaan konflik di areal 
PBPH-nya. 

b) Selama periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir plus Februari 
2025 s.d tanggal audit., terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk 
tahun 2023 dan 2024. 

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud 
point b), diketahui laporan dibuat : 
- Telah mengacu sesuai Lampiran V P.8 /2021 
- Mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. 

2. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik  
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen prosedur terkait 
mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan 
masyarakat di areal PBPH nya (mekanisme resolusi konflik)dalam SOP 
Mekanisme Penyelesaian Konflik (SOP/03/KESOS-MPK/2016) Revisi ke- 
3 tanggal 19 Juli 2022. 

b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai 
dimaksud butir a) : 
- mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi; 
- telah disosialisasikan kepada pihak terkait dan terdapat kesepakatan 

terkait mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat 
3. Verifier 4.2.3 

 
: Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 

pendanaan 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah membentuk kelembagaan untuk 
penanganan konflik, sesuai SK Keputusan Direktur No. 15/SK/DIR/KDP-
PLK/X/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, terdiri dari unsur :  
- Internal Perusahaan 
- Tripika Kecamatan Seribu Riam dan Tanah Siang 
- Damang Kecamatan Seribu Riam dan Tanah Siang 
- Perwakilan Desa Osom Tompoak, Desa Takajung, Desa Olong Balo, 

Desa Joloi, Desa Muara Bumban, dan Desa Olong Ulu 
b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 

- Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
- Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara 

jelas/terukur. 
c) PBPH PT Karya Delta Permai mengalokasikan dana untuk operasional 

lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai 
tahapan kegiatan penanganan konflik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan (P8/2021) 

4. Verifier 4.2.4  Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan 
konflik 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Karya Delta Permai telah menetapkan rencana resolusi konflik 
di areal PBPH nya, sesuai dokumen Identifikasi dan Pemetaan Serta 
Resolusi Konflik Tahun 2023 dan 2024 yang disusun berdasarkan hasil 
pemetaan konflik, namun belum melibatkan para pihak. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : 
- Sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada 

tahun sebelumnya; 
- tata waktu; 
- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 
- mekanisme kerja; 
- monitoring; dan  
- evaluasinya 

5. Verifier 4.2.5  Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi  
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama 
periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir plus Februari 2025 
s.d tanggal audit, meliputi : 
 

No. Potensi Konflik Realisasi Penanganan Konflik 
1 Tata batas areal pengelolaan 

Unit Manajemen  dengan 
lahan yang telah diusahakan 
oleh masyarakat 

 Identifikasi 
 Pemetaan 
 Sosialisasi 
 Batas Partisipatif 
 Pembuatan Demplot MoU 
 Namun masih ada sisa 

perladangan seluas 510,12 Ha 
2 Tata batas areal pengelolaan 

Unit Manajemen dengan 
kawasan/tanah adat/ulayat. 
Tata batas antara areal hutan 
adat dalam kawasan unit 
manajemen 

 Tanah adat Luham Tusang Desa 
Takajung masih pengakuan 
sepihak dari masyarakat belum 
ada dasar penetapan secara 
legal oleh perda maupun 
keputusan gubernur dan/atau 
bupati/wali kota sesuai dengan 
kewenangannya.  

 Pihak perusahaan mengakui 
keberadaan hak-hak dasar 
masyarakat dengan adanya 
Areal Bernilai Konservasi Tinggi.  
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3 Pemanfaatan kayu oleh Unit 
Manajemen pada 
kawasan/tanah adat/ulayat 

 Pihak perusahaan mengakui 
keberadaan hak-hak dasar 
masyarakat dengan adanya 
sumber mata air yang dijaga 
untuk minum satwa dan tidak 
melakukan penebangan di 
dalam areal tanah adat 
masyarakat. 

4 Kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antar pihak 

 Sosialisasi dilakukan kepada 
Desa Terdampak RKT, yaitu 
Desa Takajung belum kepada 
desa-desa binaan lain.  

5 Menurunnya/terganggunya 
akses masyarakat terhadap 
sumber daya hutan 

 Pihak perusahaan mengakui dan 
menghargai sumber daya hutan 
yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang 
berlaku. 

6 Penebangan liar  Patroli penebangan liar, namun 
masih ditemui kegiatan 
penebangan liar diluar blok RKT   

 
b) Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT Karya 

Delta Permai sampai dengan saat audit adalah : 
No. Potensi Konflik Realisasi Penanganan 

Konflik 
persentase (%) 

1 Tata batas areal 
pengelolaan Unit 
Manajemen  dengan lahan 
yang telah diusahakan 
oleh masyarakat 

 Identifikasi 
 Pemetaan 
 Sosialisasi 
 Batas Partisipatif 
 Pembuatan Demplot 

MoU 
 Namun masih ada 

sisa perladangan 
seluas 510,12 Ha 

50% 

2 Tata batas areal 
pengelolaan Unit 
Manajemen dengan 
kawasan/tanah adat/ulayat. 
Tata batas antara areal 
hutan adat dalam kawasan 
unit manajemen 

 Tanah adat Luham 
Tusang Desa 
Takajung masih 
pengakuan sepihak 
dari masyarakat 
belum ada dasar 
penetapan secara 
legal oleh perda 
maupun keputusan 
gubernur dan/atau 
bupati/wali kota 
sesuai dengan 
kewenangannya.  

 Pihak perusahaan 
mengakui 
keberadaan hak-hak 
dasar masyarakat 
dengan adanya 
Areal Bernilai 
Konservasi Tinggi.  

50% 

3 Pemanfaatan kayu oleh 
Unit Manajemen pada 
kawasan/tanah adat/ulayat 

 Pihak perusahaan 
mengakui 
keberadaan hak-hak 
dasar masyarakat 
dengan adanya 
sumber mata air 
yang dijaga untuk 
minum satwa dan 
tidak melakukan 
penebangan di 
dalam areal tanah 
adat masyarakat. 

50% 

4 Kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antar pihak 

 Sosialisasi dilakukan 
kepada Desa 
Terdampak RKT, 

50% 
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yaitu Desa Takajung 
belum kepada desa-
desa binaan lain.  

5 Menurunnya/terganggunya 
akses masyarakat 
terhadap sumber daya 
hutan 

 Pihak perusahaan 
mengakui dan 
menghargai sumber 
daya hutan yang 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat sesuai 
dengan ketentuan 
perundangan yang 
berlaku. 

100% 

6 Penebangan liar  Patroli penebangan 
liar, namun masih 
ditemui kegiatan 
penebangan liar 
diluar blok RKT   

50% 

 Jumlah  350/6 = 58% 
 

c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : 
- Terdokumentasi berupa dokumen MoU, Berita Acara Patroli, Berita 

Acara Sosialisasi, Berita Acara Penyelesaian Klaim Lahan 
- Telah dilaporkan kepada instansi berwenang termasuk dalam 

Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan 
(SIPASHUT)Tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya.  

Nilai Kinerja Indikator 
4.2 

: (18 / 21) x 100 % = 85,71 % (BAIK) 

 

Indikator4.3 : 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
 

1. Verifier 4.3.1 
 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai melakukan kegiatan pendataan 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT 
Karya Delta Permai yang dicatat pada dokumen: 
- RKUPH PT Karya Delta Permai Periode Tahun 2021 - 2030, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 7531/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 

- RKTPH PT Karya Delta Permai Tahun 2023 dan 2024 
- Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Karya Delta Permai 

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala 
1:100.000. Desa Binaan seluruhnya berada di dalam kawasan areal 
kerja PT Karya Delta Permai, meliputi Desa Osom Tompok, Mantiat 
Pari, Olong Balo, Tumbang Ulu (Kec. Tanah Siang), serta Desa Joloi 
1 dan Desa Takajung (Kecamatan Seribu Riam) 

- Daftar Tenaga Kerja Lokal PT Karya Delta Permai Tahun 2023 dan 
Tahun 2024 

- Laporan Kajian Sosial PT Karya Delta Permai Tahun 2024 
- Data Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa 

Sekitar Tahun 2023 dan 2024 
- Peta Sebaran HHBK Tahun 2023 dan 2024  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud 
butir a) : 
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- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar 
areal  PBPH Karya Delta Permai; 

- Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali. 
2. Verifier 4.3.2 

 
: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah  menetapkan kebijakan atau 
prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: 
- SOP Pembinaan Masyarakat Desa (PMDH) (SOP/05/KESOS-

PMDH/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Pada dokumen ini 
dijelaskan ruang lingkup kegiatan PMDH meliputi Pertanian 
Menetap, Peningkatan Ekonomi, Pengembangan Sarana dan 
prasarana, sosial budidaya dan konservasi sumber daya hutan dan 
lingkungan. 

- SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 
(SOP/06/KESOS-AMTH/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Pada 
dokumen ini dijelaskan ruang lingkup ini yaitu inventarisasi HHBK, 
penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan 
HHBK dan membuat demplot pertanian menetap pada lahan hutan 
dengan pola agroforestri. 

- SOP Distribusi Insentif Kepada Para Pihak (SOP/08/KESOS-
MDIKPP/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Ruang lingkup dari 
prosedur ini yaitu penerima manfaat atas hasil kegiatan pengelolaan 
hutan oleh perusahaan 

- SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa ( 
SOP/09/KESOS-MPGR/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Tujuan dari prosedur ini yaitu pembayaran ganti rugi dan sewa 
menyewa adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

- SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum 
Adat (SOP/03/KESOS- MPPDM/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 
2022. Tujuan dari prosedur ini yaitu membuat dokumen perjanjian 
tertulis dengan masyarakat hukum adat dengan prinsip kesetaraan 
untuk menghindari konflik dan /atau penyelesaian konflik yang 
terjadi. Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu perjanjian tertulis 
dengan masyarakat hukum adat. 

- SOP Upacara Adat Ketuk Pintu (SOP/08/KESOS-UAKP/2016) 
tentang Upacara Adat Ketuk Pintu, revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu kegiatan RKTPH melibatkan 
tokoh adat masyarakat adat, aparat pemerintahan kecamatan/desa 
dan karyawan PBPH. 

- SOP Mekanisme Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat 
(SOP/10/KESOS-MPPSP/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Tujuan dari prosedur ini yaitu meningkatkan tarap hidup masyarakat 
di dalam/sekitar kawasan hutan PBPH, terciptanya rasa aman dalam 
berusaha dan terjalin hubungan harmonis. Ruang lingkup dari 
prosedur ini yaitu pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sarana 
dan BBM untuk penerangan desa, sarana air bersih, pemanfaatan 
poliklinik perusahaan, pemanfaatan bengkel. 

- SOP PerekrutanTenaga Kerja (SOP/02/Adm.Pers/PTK/22) Revisi 0 
tanggal 30 Juni 2022. Sasaran dari prosedur ini adalah masyarakat 
umum dan masyarakat lokal yang berkompetensi dan memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 
dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 
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c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 
terkena program peningkatan aktivitas ekonomi produktif, masing-
masing dengan : 
- Kepala Desa Takajung (Alan Dores) ; dan 
- Guru SDN 2 Osom Tompok (Gendri) 
Diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya 
dan disetujuinya. 

3. Verifier 4.3.3 
 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah menetapkan kebijakan atau prosedur 
terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: 
- RKUPH PT Karya Delta Permai Periode Tahun 2021 - 2030, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 7531/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 

- RKTPH PT Karya Delta Permai Tahun 2023 dan 2024 
- Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial PT Karya Delta Permai 

Tahun 2023  dan 2024   
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 

dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 
c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 

terkena program peningkatan aktivitas ekonomi produktif, masing-
masing dengan : 
- Kepala Desa Takajung (Alan Dores) ; dan 
- Guru SDN 2 Osom Tompok (Gendri) 
Diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya 
dan disetujuinya. 

4. Verifier 4.3.4 
 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
- Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun 

2023 - 2024, berupa pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal : 
1. Tahun 2023 sebesar 53,85 % (atau terdapat 91 orang TK Lokal dari 

169 orang karyawan) 
2. Tahun 2024 sebesar 55,17 % (atau terdapat 96 orang TK Lokal dari 

174 orang karyawan) 
 Rata - rata sebesar  =  54,51 % 

- Kerja sama Perakitan PT Karya Delta Permai dengan masyarakat 
sekitar, ada dua kontraktor berasal dari Desa Takajung, Desa Joloi I, 
dan CV Arung Barito Desa Muara Bumban, atau sebesar 100 % 

b) Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar 
oleh PT Karya Delta Permai  sebesar : ( 53,85 + 55,17 + 100 ) % : 3 = 
51,50 % ( > 50%) 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

: (15 /15 ) x 100 % = 100 % (BAIK) 

 

Indikator 4.4 : 
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Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku 

 
1. Verifier 4.4.1 

 
: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial 

dan lingkungan Pemegang PBPH 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan Identifikasi kebutuhan 
masyarakat berupa:  
- Bantuan Alat Berat untuk Perbaikan jalan menuju desa binaan  
- Program CSR (bantuan hari raya, bantuan kedukaan, bantuan 

operasional sekolah)  
- Kerja sama Perakitan dan Suplai Sayuran 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 
tersedia Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2023 dan 
Ritual dat Ketuk Pintu PT Karya Delta Permai tanggal 06 April 2023 dan 
Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2024 dan Ritual dat Ketuk 
Pintu PT Karya Delta Permai tanggal 14 Februari 2024 dan kesepakatan 
program prioritas Tahun 2023 dan 2024 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 
terkena program tanggung jawab sosial dan lingkungan, masing-masing 
dengan : 

- Kepala Desa Takajung (Alan Dores) ; dan 
- Guru SDN 2 Osom Tompok (Gendri) 
Diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya 
dan disetujuinya. 

2. Verifier 4.4.2 
 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai tersedia dokumen rencana kerja tanggung 
jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan, sesuai 
dokumen: 
- RKUPH PT Karya Delta Permai Periode Tahun 2021 - 2030, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 7531/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 

- RKTPH PT Karya Delta Permai Tahun 2023 dan 2024 
- Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial PT Karya Delta Permai 

Tahun 2023  dan 2024   
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 

dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 
c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 

terkena program peningkatan aktivitas ekonomi produktif, masing-
masing dengan : 
- Kepala Desa Takajung (Alan Dores) ; dan 
- Guru SDN 2 Osom Tompok (Gendri) 
Diperoleh informasi bahwa program telah dikonsultasikan sebelumnya 
dan disetujuinya. 

3. Verifier 4.4.3 
 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Karya Delta Permai telah  menetapkan kebijakan atau 
prosedur terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, 
sesuai dokumen: 
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- SOP Pembinaan Masyarakat Desa (PMDH) (SOP/05/KESOS-
PMDH/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Pada dokumen ini 
dijelaskan ruang lingkup kegiatan PMDH meliputi Pertanian 
Menetap, Peningkatan Ekonomi, Pengembangan Sarana dan 
prasarana, sosial budidaya dan konservasi sumber daya hutan dan 
lingkungan. 

- SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan 
(SOP/06/KESOS-AMTH/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Pada 
dokumen ini dijelaskan ruang lingkup ini yaitu inventarisasi HHBK, 
penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan 
HHBK dan membuat demplot pertanian menetap pada lahan hutan 
dengan pola agroforestri. 

- SOP Distribusi Insentif Kepada Para Pihak (SOP/08/KESOS-
MDIKPP/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. Ruang lingkup dari 
prosedur ini yaitu penerima manfaat atas hasil kegiatan pengelolaan 
hutan oleh perusahaan 

- SOP Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa ( 
SOP/09/KESOS-MPGR/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Tujuan dari prosedur ini yaitu pembayaran ganti rugi dan sewa 
menyewa adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

- SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum 
Adat (SOP/03/KESOS- MPPDM/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 
2022. Tujuan dari prosedur ini yaitu membuat dokumen perjanjian 
tertulis dengan masyarakat hukum adat dengan prinsip kesetaraan 
untuk menghindari konflik dan /atau penyelesaian konflik yang 
terjadi. Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu perjanjian tertulis 
dengan masyarakat hukum adat. 

- SOP Upacara Adat Ketuk Pintu (SOP/08/KESOS-UAKP/2016) 
tentang Upacara Adat Ketuk Pintu, revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Ruang lingkup dari prosedur ini yaitu kegiatan RKTPH melibatkan 
tokoh adat masyarakat adat, aparat pemerintahan kecamatan/desa 
dan karyawan PBPH. 

- SOP Mekanisme Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat 
(SOP/10/KESOS-MPPSP/2016) revisi ke-3 tanggal 19 Juli 2022. 
Tujuan dari prosedur ini yaitu meningkatkan tarap hidup masyarakat 
di dalam/sekitar kawasan hutan PBPH, terciptanya rasa aman dalam 
berusaha dan terjalin hubungan harmonis. Ruang lingkup dari 
prosedur ini yaitu pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sarana 
dan BBM untuk penerangan desa, sarana air bersih, pemanfaatan 
poliklinik perusahaan, pemanfaatan bengkel. 

- SOP Perekrutan Tenaga Kerja (SOP/02/Adm.Pers/PTK/22) Revisi 0 
tanggal 30 Juni 2022. Sasaran dari prosedur ini adalah masyarakat 
umum dan masyarakat lokal yang berkompetensi dan memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), 
dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 
terkena implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah 
diimplementasikan dalam kegiatan : 
- Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar 
- Kesepakatan Kerja sama dengan masyarakat 
- Kesepakatan sewa tanah 

4. Verifier 4.4.4 
 

: Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT  Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan kepada masyarakat, namun dari baru sebagian proses 
sosialisasinya yang terdokumentasi. 
- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2023 dan Ritual dat Ketuk 

Pintu PT Karya Delta Permai tanggal 06 April 2023, bertempat di 
Camp Briwit PT Karya Delta Permai Km 70. Dari enam desa binaan, 
satu desa telah mendapatkan sosialisasi, yaitu Desa Takajung. 
Sementara Desa Osom Tompok, Mantiat Pari, Olong Balo, Desa 
Joloi I dan Desa Tumbang Ulu tidak terdapat bukti sosialisasi. 

- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2024 dan Ritual dat Ketuk 
Pintu PT Karya Delta Permai tanggal 14 Februari 2024, bertempat di 
Camp Briwit PT Karya Delta Permai Km 70. Dari enam desa binaan, 
lima desa telah mendapatkan sosialisasi, yaitu Desa Osom Tompok, 
Mantiat Pari, Olong Balo, Desa Joloi I dan Desa Takajung. 
Sementara Desa Tumbang Ulu tidak terdapat bukti sosialisasi. 

b) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Takajung (Alan Dores) sekitar 
diperoleh informasi bahwa PT Karya Delta Permai telah melakukan 
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan setiap PT Karya Delta 
Permai akan melakukan buka blok RKT sosialisasi meliputi terkait: target 
luasnya dan volumenya, Visi Misi, Kawasan Lindung dan Kelola Sosial. 

c) Keberadaan perusahaan PT Karya Delta Permai cukup memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Sejauh ini perusahaan menjalin komunikasi 
yang baik dengan masyarakat. Dan pada prinsipnya masyarakat 
mendukung terhadap kegiatan operasional PT Karya Delta Permai 
selama masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan 
ditandatangani. 

5. Verifier 4.4.5 
 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

 Bobot : 2 
 NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
 Ringkasan 

Justifikasi 
: a) Dokumen PT Karya Delta Permai terkait verifier ini meliputi : 

- Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial PT Karya Delta Permai 
Tahun 2023 dan 2024 

- BA Serah Terima kegiatan kelola sosial PT Karya Delta Permai 
Tahun 2023 dan 2024 

b) Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Karya 
Delta Permai tahun 2023 - 2024 sebesar Rp 4.292.850.000,- dari 
rencana sebesar Rp 4.938.100.000,- dengan persentase sebesar 
86,93%. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Takajung (Alan Dores) 
dan Guru SDN 2 Osom Tompok (Gendri) diperoleh informasi bahwa PT 
Karya Delta Permai telah melaksanakan tanggung jawab Sosial dan 
lingkungan sesuai dengan yang telah disepakati dan ada kegiatan CSR 
PT Karya Delta Permai yang dilaksanakan di desa binaan berupa: 
bantuan hari raya, bantuan kedukaan, bantuan operasional sekolah, 
bantuan pembukaan akses jalan masyarakat dan bantuan BBM. Namun, 
merujuk kepada Dokumen Rencana Kerja Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan PT Karya Delta Permai, terdapat item kegiatan yang tidak 
terlaksana pada Pengembangan Usaha Produktif. Hal ini belum sesuai 
dengan Pasal 167 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwa PBPH wajib 
melaksanakan kegiatan kelola sosial sesuai rencana. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

: (20 / 24) x 100 % =  83,33 % (BAIK). 

 

Indikator4.5 : 
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Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 
 

1. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan Industrial 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Karya Delta Permai telah memiliki sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam: 
- PT Karya Delta Permai memiliki Surat Pernyataan Manajer Camp 

yang diperbaharui No.017/KDP-BS/Sper-II/2025 tanggal 06 Februari 
2025 yang menyebutkan bahwa manajemen PT karya Delta Permai 
memberikan kebebasan dan keluasan kepada seluruh karyawan 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu 
pembentukan serikat pekerja dilingkungan perusahaan. 

- PT Karya Delta Permai terdaftar sebagai anggota Asosiasi 
Pengusaha Hutan Indonesia dengan nomor anggota: 152 seperti 
tercantum dalam Sertifikat keanggotaan yang berlaku sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2026.  

- Karyawan PT Karya Delta Permai berdasarkan data Daftar Karyawan 
Bulan Januari 2025 adalah sebanyak 142 orang. Mengacu kepada 
Pasal 106 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, maka dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang 
PT Karya Delta Permai wajib membuat LKS Bipartit. Terdapat bukti 
permohonan Pencatatan LKS Bipartit kepada Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya melalui Surat 
Nomor: 227/KDP-BC/Pem.LKS-Bipartit/X/2024 tanggal 08 Oktober 
2024  dan bukti tanda terima dokumen Pelaporan Pembentukan 
LKS Bipartit tangga; 24 Februari 2025. 

- PT Karya Delta Permai telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 
Periode 2023 – 2025 sesuai Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Nomor : 
KEP.560/53/Distransnaker tanggal 15 Maret 2023. Masa berlaku 
PKB ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal disahkan dan 
telah habis masa berlakunya tanggal 12 Februari 2025. Terdapat 
bukti proses perpanjangan PP melalui Berita Acara Serah Terima 
Dokumen Peraturan Perusahaan Periode tahun 2025 -2027 Nomor 
013-1/KDP-BC/BASTD/II/2025 ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Murung Raya tanggal 03 Februari 2025.    

- Tersedia peraturan perundangan ketenagakerjaan, telah 
diimplementasikan seluruhnya meliputi kesertaan BPJS Tenaga 
Kerja dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan terbaru 
tanggal 29 Januari 2025. 

- PT Karya Delta Permai memiliki Mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang disepakati antara Wakil 
Pengusaha (Petrus) dan Wakil Pekerja (Zainal Abidin) tanggal 07 
Oktober 2024) 

b) PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial, terdapat bukti proses pembentukan dan pencatatan LKS 
Bipartit dan proses perpanjangan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 
2025 dan 2027. 

2. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme terkait standar jenjang 
karier yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Karya 
Delta Permai Periode Tahun 2023 - 2025 Bab V tentang penetapan, 
perubahan jabatan pasal 20 ketentuan perubahan jabatan seperti: 
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- Promosi, mutasi dan demosi diusulkan oleh atasan karyawan yang 
bersangkutan dan disetujui oleh Direksi/manajer Camp 

- Dalam usulan dicantumkan dasar pertimbangan mengenai prestasi 
kerja & konduite karyawan maupun kebutuhan dari bagian terkait 

- Apabila usulan disetujui direksi/manajer Camp maka bagian SDM 
akan menyiapkan administrasi dan menuangkan keputusan tersebut 
dalam SK Direksi/manajer Camp 

- SK Direksi disampaikan oleh atasan karyawan yang bersangkutan 
- Karyawan yang dipromosikan atau dimutasikan menjalani masa 

orientasi selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang satu kali 
dengan orientasi keseluruhan paling lama 6 (enam) bulan 

- Apabila karyawan gagal menjalani orientasi maka akan menempati 
posisi semula 

- Untuk karyawan yang dipromosikan, selama orientasi maka akan 
mendapatkan gaji yang sama dengan sebelumnya namun tunjangan 
disesuaikan dengan jabatan baru. Penyesuaian gaji dilakukan 
setelah karyawan yang bersangkutan berhasil menjalani masa 
orientasi. 

b) PT Karya Delta Permai telah mengimplementasikan mekanisme jenjang 
karier sebagai berikut: 
- Tersedia Struktur Organisasi PT Karya Delta Permai Tahun 2024 

telah terisi seluruhnya dan tidak ditemukan perangkapan jabatan 
oleh satu orang. 

- Sebagai salah satu Aspek Implementasi kebijakan standar jenjang 
karier terdapat Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024. Aspek 
yang dinilai meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, pemahaman 
pengetahuan terhadap tugas, tanggung jawab, inisiatif kerja, kerja 
sama, komunikasi, kepemimpinan, kemampuan menganalisis dan 
memecahkan masalah . 

- Terdapat Surat Keputusan Tentang Mutasi: 
1. SK No.046/KDP-BC/SK.Mts/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023 

Tentang Mutasi Karyawan a.n. Sigit Ananto dari jabatan lama 
Staf Logistik menjadi Driver Dump Truck. 

2. SK No.080/KDP-BC/SK.Mts/V/2024 Tanggal 11 Maret 2024 
Tentang Mutasi Karyawan an. Dede Yusup dari jabatan lama 
Bagian Pembinaan Hutan menjadi Scaller (Bagian Perakitan) 

Atas dasar SK Direksi di atas, maka karyawan yang bersangkutan 
mengalami kenaikan jenjang/jabatan pada struktur organisasi yang 
ditetapkan perusahaan, dan kepada karyawan tersebut berhak atas 
fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. 

c) Persentase Kebijakan standar jenjang karier yang telah diterapkan: 
Standar Jenjang Karier (100%) + Penilaian Kinerja Karyawan (100%) + 
SK Mutasi dan Promosi Karyawan (100%) + Kebutuhan dan 
Kepentingan Operasional (100%) dengan rata-rata persentase 
pencapaian sebesar (100+100+100+100) / 4 = 100%. 

3. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier  
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai aktual 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme pengembangan kompetensi 
SDM tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai 
Periode 2023 – 2025. Implementasi pengembangan kompetensi SDM 
melalui rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui 
pelatihan sebagai berikut: 
- Tahun 2023 rencana 15 jenis pelatihan  dengan peserta 10 orang 

telah terealisasi 3 pelatihan ( 20 %) dengan peserta 16 orang (160 
%) 
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- Tahun 2024 rencana 16 jenis pelatihan dengan peserta 10 orang 
telah terealisasi 3 pelatihan ( 19 %) dengan peserta 15 orang (150 
%) 

b) Rata-rata pelatihan kepada karyawannya PT Karya Delta Permai 
sebesar untuk Jenis Pelatihan 19,35 % dan jumlah Peserta 155 %, 
namun rencana dan realisasi belum mencakup pelatihan untuk Ganis 
PH Pengukuran dan Perpetaan, Ganis PH Pemanenan Hutan, dan 
Operator Pengolahan Limbah B3. 

4. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 
 Bobot : 2 
 NILAI KINERJA : BAIK / Nilai aktual 3 
 Ringkasan 

Justifikasi 
 a) Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan PT Karya Delta Permai 

tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai Periode 
2023 – 2025 

No. 
Pasal dalam 
Peraturan 

Perusahaan 

Bentuk Realisasi 
Tunjangan 

Kesejahteraan 
Karyawan 

Bukti Dokumentasi 

1. BAB VI Penggajian 
 Pasal 23 

Penetapan Gaji 

 
 Direksi/Manajer 

Camp menetapkan 
sistem peraturan 
penggajian yang 
berlaku di 
perusahaan dan 
diatur dalam 
ketentuan sendiri 

 Penetapan gaji 
terendah tidak 
kurang dari upah 
minimal yang 
ditetapkan oleh 
pemerintah 

 
 Sampel Slip gaji 

dengan upah 
terendah Bulan 
April 2023 dan 
2024 telah sesuai 
dengan Keputusan 
Gubernur 
Kalimantan 
Tengah Tentang 
Upah Minimum 
Kabupaten Murung 
Raya Tahun 2023 
sebesar Rp 
3.488.798,- dan 
Tahun 2024 
sebesar Rp 
3.562.3777,- 

  Pasal 24 
Komposisi Gaji 

 Komponen gaji 
terdiri dari gaji 
pokok, tunjangan 
tetap, tunjangan 
tidak tetap, 
tunjangan jabatan, 
tunjangan 
keahlian/fungsional.  

 Komponen gaji 
telah disesuaikan 
dengan tingkat 
jabatan karyawan. 

2. BAB VII 
Kesejahteraan 
 Pasal 26 

Program 
Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

 
 PT Karya Delta 

Permai telah 
terdaftar sebagai 
peserta BPJS 
Ketenagakerjaan 
dan BPJS 
Kesehatan dan 
tertib melakukan 
pembayaran iuran 
setiap bulan nya. 

 
 Bukti Iuran BPJS 

Kesehatan dan 
Tenaga Kerja 
setiap bulan 
selama periode 
tahun 2023 dan 
2024. 

 Pasal 21 
Tunjangan Hari 
Raya 
Keagamaan 

 PT Karya Delta 
Permai dalam 
setiap tahunnya 
selalu memberikan 
THR (Tunjangan 
Hari Raya) kepada 
karyawannya sesuai 
dengan 
ketentuan/peraturan 
pemerintah yang 
berlaku. 

 THR dibayarkan 
kepada karyawan 
sesuai ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku dan 
terdokumentasi di 
slip THR  Tahun 
2023 dan 2024 
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 Pembayaran THR 
keagamaan 
dilakukan selambat-
lambatnya 15 hari 
sebelum hari raya. 

 Pasal 28 
Perawatan 
Kesehatan 

 PT Karya Delta 
Permai melengkapi 
fasilitas kesehatan 
dengan menjalin 
kerja sama dengan 
Puskesmas Muara 
Joloi, dengan 
mengadakan dokter 
kunjungan dan 
mantri kunjung ke 
Camp dengan 
memanfaatkan 
BPJS Kesehatan. 

 Terdapat Surat 
Keterangan 
Nomor: 
B/440/28/II/2025 
tanggal 08 
Februari 2025 dari 
Kepala UPT 
Puskesmas Muara 
Joloi perihal kerja 
sama penyediaan 
pelayanan 
kesehatan dasar, 
pemeriksaan rutin, 
pengobatan, serta 
layanan kesehatan 
preventif yang 
dapat diakses oleh 
karyawan 
perusahaan. 

 Pasal 29 
Tunjangan 
Kematian dan 
Uang Duka 

 Bila karyawan 
meninggal dunia 
bukan karena 
kecelakaan kerja, di 
samping 
mendapatkan uang 
pesangon dan uang 
jasa sesuai dengan 
peraturan 
perusahaan yang 
berlaku, kepada 
keluarga atau ahli 
warisnya diberikan: 
Gaji/upah dalam 
bulan yang sedang 
berjalan dan Uang 
duka . 

 Santunan kematian 
diberikan sesuai 
dengan peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku 

 Besarnya uang 
duka ditetapkan 
berdasarkan 
keputusan 
direksi/manajer 
Camp   

 Selama periode 
penilikan I tahun 
20023 dan 2024 
tidak ada data 
karyawan yang 
meninggal, 
sehingga tidak ada 
realisasi 
pembayaran uang 
duka. 

  Pasal 30 
Pinjaman 

 PT Karya Delta 
Permai memberikan 
bantuan keuangan 
dan bahan makanan 
berupa pinjaman 
tanpa bunga bagi 
karyawan untuk 
keperluan yang 
dianggap penting 
dan mendesak 
dengan masa kerja 
minimal dua bulan 
berturut-turut 
dengan besar 
pinjaman 1/3 dari 
total gaji.    

 Terdapat bukti 
pinjaman kuitansi 
karyawan Tahun 
2023 dan 2024 
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b) Hasil Wawancara dengan Staf Personalia (Silvester Roy Darwin 
Sarumaha) diperoleh informasi  bahwa PT Karya Delta Permai memiliki 
kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah merealisasikan 
seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. Observasi fasilitas kesejahteraan yang ada di 
Base Camp induk PT Karya Delta Permai yang ada di KM 70, fasilitas 
kesejahteraan yang ada di PT Karya Delta Permai tersedia memadai. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.5 

: (15 / 18) x 100 % = 83,33 %  ( BAIK) 

 

 
2.1. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

 

1. Veriɚer 1.1.1. 
a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Berdasarkan veriɚkasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha 
pada PBPH PT Karya Delta Permai, maka dapat diketahui bahwa 
keberadaan dan keabsahan Kepastian areal Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan telah dipenuhi 
seluruhnya.   

Adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut 

1. Dokumen legal pemberian PBPH: 

a) Dokumen SK IUPHHK-HA atas nama PT Karya Delta Permai 
berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI No. 429/Menhut-
II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas areal ±79.400 Ha. 
SK dilengkapi Peta Lampiran skala 1: 100.000 yang terletak di 
Kelompok Hutan Sungai Murung - Sungai Barito, Kabupaten 
Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. SK berlaku sejak 
tanggal diterbitkan untuk jangka waktu 45 tahun sampai dengan 
18 Oktober 2049. 

b) Dokumen Adendum SK MenLHK No. 
SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan 
No.429/Menhut-II/2004 yaitu luas areal berubah dari ± 79.400 Ha 
menjadi ±85.950 Ha. SK dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 
1:100.000. Selanjutnya SK IUPHHK-HA No. SK.429/Menhut-
II/2014 tanggal 19 Oktober 2004 dan peta lampirannya dinyatakan 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. 

c) Dokumen SK MenLHK RI 
No.SK.89/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2022 tanggal 28 Januari 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 429/Menhut-II/2004. sepanjang menyangkut 
nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. 

Hasil overlay areal PBPH PT Karya Delta Permai dengan Peta Kawasan 
Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk 
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Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:250.000 
(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.529/Menhut-II/2012 
tanggal 25 September  2012) diketahui bahwa kondisi areal PBPH PT 
Karya Delta Permai berada pada kawasan hutan produksi tetap seluas 
8.580 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas 75.720 Ha; dan Areal 
Penggunaan lain (APL) seluas 1.650 Ha. 

2. Dokumen legalitas Perseroan: 
a) Akta Pendirian perusahaan sesuai dengan Akta Notaris Ny. 

Machrani Moertolo S, SH Nomor 34 tanggal 16 Januari 1997. 

b) Akta perubahan (terakhir) No. 02 tanggal 04 Desember 2019 oleh 
Notaris Chandra Lim. S.H.,LL.M, di Jakarta Utara. Akta perubahan 
telah diterima dan tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan 
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan 
Nomor:  AHU-0236323.AH.01.11.Tahun  2019 Tanggal 06 Desember 
2019 dengan Daftar Perseroan Terbatas No. AHU-0236323-
AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 06 Desember 2019. 

Susunan Pengurus PT Karya Delta Permai berdasarkan akta perubahan 
terakhir sebagai berikut: 

 Direktur  : Setiyo Nuswantoro dan 

 Komisaris : Yoseph Prawira. 

Pemegang Saham PT Karya Delta Permai : 

 PT Bahtera Sejahtera Perdana : 150 Lembar (30%) 

 PT Hasil Usaha Bersama   : 350 Lembar (70%). 

c) Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko PT Karya 
Delta Permai dengan Nomor NIB: 0220906910129 tanggal 2 
September 2020 dicetak tanggal 18 Februari 2025 dengan Kode dan 
Nama KBLI 02120 – Pengusahaan Hutan Alam. 

d) Terdapat Izin Lingkungan atas nama PT Karya Delta Permai dengan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220906910129.  Izin 
Lingkungan diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 1999. 

e) Terdapat Izin Lokasi atas nama PT Karya Delta Permai dengan 
Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 0220906910129. Izin Lokasi 
diterbitkan tanggal 20 Oktober 2017. 

f) Terdapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT Karya 
Delta Permai No. 01.794.094.1-012.000 beralamat di Gedung Plaza 
Asia Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman KAV.59, Senayan, Kebayoran 
Baru, Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota 
Administratif Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. 

2. Veriɚer 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak 
pengelolaan (N/A jika tidak ada) 

Nilai : Tidak diterapkan. 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa berdasarkan telaah dokumen RKUPH-HA periode Tahun 2021-
2030, dokumen RKTUPH Tahun 2023, RKTUPH Tahun 2024 dan RKTUPH 
Tahun 2025, serta wawancara dengan Manajemen Representatif; Bapak 
PAIMUN dapat diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan 
yang sah di luar kegiatan PBPH.  

Dengan demikian maka veriɚer ini tidak dapat diterapkan/not applicable 
(N/A). 
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Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

1 Veriɚer 2.1.1. 
a. 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau 
RPKH) dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Dapat diveriɚkasi dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
(RKUPH) pada PBPH PT Karya Delta Permai : 

a) Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-
2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. SK.7531/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilengkapi 
Peta Lampiran skala  1 : 100.000, dokumen disahkan dan ditanda  
tangani oleh Bambang Hendroyono, MM. NIP. 19640930 198903 1 
001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia.  

b) Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 ini 
berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah 
mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan luas areal yang 
direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas 
±85.950 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 
53/MENLHK/SETJEN/PHL.0/I/2019 tanggal 17 Januari 2019. 

c) Areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai seluas ±85.950 Ha dengan 
zonasi areal meliputi Kawasan Lindung ±12.274 Ha, Kawasan tidak 
untuk produksi ±8.455 Ha dan Kawasan Untuk Produksi ±65.221 Ha. 

d) Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai periode Tahun 2021 
– 2030 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2030. Dokumen RKUPHHK PT Karya Delta Permai 
dilengkapi dengan Peta Lampiran skala 1:100.000.  Peta dibuat oleh 
Ganis PHPL Canhut; Ihwani, S.Hut., diketahui oleh Direktur PT Karya 
Delta Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro dan disetujui oleh atas nama 
MenLHK, Dirjen PHPL; Ir. Istanto, M.Sc. 

2. Veriɚer 2.1.2. 
b. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang 
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh 
tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH 
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Dapat diveriɚkasi dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 
(RKUPH) pada PBPH PT Karya Delta Permai : 

a) Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021-
2030 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. SK.7531/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilengkapi 
Peta Lampiran skala  1 : 100.000, dokumen disahkan dan ditanda  
tangani oleh Bambang Hendroyono, MM. NIP. 19640930 198903 1 
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001 atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia.  

b) Penyusunan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 ini 
berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah 
mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan luas areal yang 
direncanakan telah menyesuaikan dengan luasan terbaru seluas 
±85.950 Ha sebagaimana SK IUPHHK-HA No. 
53/MENLHK/SETJEN/PHL.0/I/2019 tanggal 17 Januari 2019. 

c) Areal kerja PBPH PT Karya Delta Permai seluas ±85.950 Ha dengan 
zonasi areal meliputi Kawasan Lindung ±12.274 Ha, Kawasan tidak 
untuk produksi ±8.455 Ha dan Kawasan Untuk Produksi ±65.221 Ha. 

d) Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai periode Tahun 2021 
– 2030 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2030. Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan Peta 
Lampiran skala 1:100.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; 
Ihwani, S.Hut., diketahui oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. 
Setiyo Nuswantoro dan disetujui oleh atas nama MenLHK, Dirjen 
PHPL; Ir. Istanto, M.Sc. 

Dapat diveriɚkasi dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan 
(RKTPH) pada PBPH PT Karya Delta Permai : 

a) Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2023 PT Karya Delta Permai yang 
telah disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Karya Delta 
Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro melalui SK No. 08/SK/DIR/KDP-
PLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Dokumen RKTPH Tahun 2023 
dilengkapi Peta Lampiran skala 1 : 50.000,  target luas tebangan 
TPTI seluas 1.740  Ha dengan target penebangan areal TPTI 
sebanyak 6.180 Pohon dengan volume kayu  bulat  32.08514 M3 
dan PWH sebesar  1.000 pohon dengan volume sebesar 463,62 M3.  
Target Carry Over RKTPH Tahun 2022 seluas 299 Ha dengan target 
penebangan areal TPTI sebanyak 495 Pohon dengan volume kayu 
bulat 2.981,75 M3 dan PWH sebesar 0 pohon dengan volume 
sebesar 0 M3. 

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 luas ±85.950 Ha dengan 
skala 1:50.000.  dibuat   oleh   Ganis   PHPL   Canhut   Robby Cahyadi, 
SE. No.   Reg. 01210010360 dan disetujui oleh Direktur PT Karya Delta 
Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro. 
b) Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2024 PT Karya Delta Permai yang 

telah disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Karya Delta 
Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro melalui SK No. 001/SK/DIR/KDP-
PLK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024. Dokumen RKTPH Tahun 2024 
dilengkapi Peta Lampiran skala 1 : 50.000. Adapun target RKTPH 
Murni 2024 luas tebangan TPTI seluas 2.228,00 Ha dengan target 
penebangan areal TPTI sebanyak 10.148 Pohon dengan volume 
kayu  bulat  34.603,73 M3 dan PWH sebesar 980 pohon dengan 
volume sebesar 583,34 M3. Tidak terdapat Carry Over pada RKTPH 
2024. 

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 luas ±85.950 Ha dengan 
skala 1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561 dan disetujui oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. 
Setiyo Nuswantoro. 
c) Terdapat Dokumen RKTPH Tahun 2025 PT Karya Delta Permai yang 

telah disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Karya Delta 
Permai; Ir. Setiyo Nuswantoro melalui SK No. 001/SK/DIR/KDP-
PLK/II/2025 tanggal 3 Februari 2025. Dokumen RKTPH Tahun 2025 
dilengkapi Peta Lampiran skala 1 : 50.000. Adapun target RKTPH 
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Murni 2025 luas tebangan TPTI seluas 1.626,00 Ha dengan target 
penebangan areal TPTI sebanyak 6.157 Pohon dengan volume kayu  
bulat  26.505,99 M3 dan PWH sebanyak 762 pohon dengan volume 
sebesar 395,94 M3. Target Carry Over RKTPH Tahun 2024 seluas 
224 Ha dengan target penebangan areal TPTI sebanyak 928 Pohon 
dengan volume kayu bulat 3.950,44 M3 dan PWH sebesar 0 pohon 
dengan volume sebesar 0 M3. 

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 luas ±85.950 Ha dengan 
skala 1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561 dan disetujui oleh Direktur PT Karya Delta Permai; Ir. 
Setiyo Nuswantoro. 

3 Veriɚer 2.2.1. 
a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen inventarisasi 
tegakan sebelum penebangan (ITSP)/Timber Cruising yang lengkap 
dan sah untuk kegiatan RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan 
RKTPH Tahun 2025 yang terdiri dari: 

1. Kegiatan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan untuk RKTPH 
Tahun 2023: 

a) Terdapat dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum 
Penebangan pada areal RKTPH Tahun 2023 yang telah 
dilaksanakan dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.748 
Ha (terdiri 20 petak) dengan hasil jumlah Total pohon sebanyak 
7.806 pohon dengan volume sebesar 57.327,91 M3. Kegiatan 
ITSP telah dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 s/d tanggal 
31 Agustus 2022 yang dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas 
nama Robby Cahyadi, SE. dengan No.Reg. SiGANISHUT 
01210010360 sebagai Ketua Tim Pelaksana berdasarkan SK 
Penetapan Tim Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
(ITSP) RKTPH 2023 Nomor: 04/SK/DIR/KDP-PLK/I/2022 tanggal 
17 Januari 2022. 

b) Dokumen hasil ITSP telah dilengkapi dengan dokumen SK 
persetujuan hasil ITSP oleh Direktur PT Karya Delta Permai No. 
05/SK/DIR/KDP-PLK/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, 
dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan ITSP pada areal RKTPH 
Tahun 2023, dokumen Rekapitulasi ITSP Tahun 2023 serta peta 
penyebaran pohon yang dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan 
Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan dengan Skala 1:2.000. 
Peta dibuat dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut: Robby 
Cahyadi, SE. dengan No.Reg. SiGANISHUT 01210010360. 

c) Data Hasil pelaksanaan Timber Cruising telah di-input dalam 
SIPUHH Online. 

2. Kegiatan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan untuk RKTPH 
Tahun 2024: 

a) Terdapat dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum 
Penebangan pada areal RKTPH Tahun 2024 yang telah 
dilaksanakan dengan intensitas 100% pada areal seluas 2.228 
Ha (terdiri 26 petak) dengan hasil jumlah Total pohon sebanyak 
11.471 pohon dengan volume sebesar 58.307,10 M3. Kegiatan 
ITSP telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 s/d tanggal 
15 Juli 2022. Kegiatan ITSP pada areal RKTPH Tahun 2024 
dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Robby Cahyadi, 
SE. dengan No.Reg. SiGANISHUT 01210010360 sebagai Ketua 
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Tim Pelaksana Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
dengan jumlah Tim sebanyak 5 regu berdasarkan SK Penetapan 
Tim Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKTPH 
2024 Nomor: 04/SK/DIR/KDP-PLK/I/2022 tanggal 10 Januari 
2022. 

b) Dokumen hasil ITSP telah dilengkapi dengan dokumen SK 
persetujuan hasil ITSP oleh Direktur PT Karya Delta Permai No. 
05/SK/DIR/KDP-PLK/VIII/2022 tanggal 30 November 2022, 
dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan ITSP pada areal RKTPH 
Tahun 2024, dokumen Rekapitulasi ITSP Tahun 2024 serta peta 
penyebaran pohon yang dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan 
Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan dengan Skala 1:2.000. 
Peta dibuat dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut: 
MEMES dengan No.Reg. SiGANISHUT 01210010356. 

c) Data Hasil pelaksanaan Timber Cruising telah di-input dalam 
SIPUHH Online. 

3. Kegiatan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan untuk RKTPH 
Tahun 2025: 

a) Terdapat dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum 
Penebangan pada areal RKTPH Tahun 2025 yang telah 
dilaksanakan dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.626 
Ha (terdiri 25 petak) dengan hasil jumlah Total pohon sebanyak 
6.779 pohon dengan volume sebesar 41.553,65 M3. Kegiatan 
ITSP telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023 s/d 
tanggal 15 Agustus 2023. Kegiatan Inventarisasi Hutan Sebelum 
Penebangan pada areal RKTPH Tahun 2025 dilakukan oleh Ganis 
PHPL Canhut atas nama IHWANI, S.Hut. dengan No.Reg. 
SiGANISHUT 01230010360 sebagai Ketua Tim Pelaksana 
Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan dengan jumlah Tim 
sebanyak 5 regu berdasarkan SK Penetapan Tim Inventarisasi 
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKTPH 2025 Nomor: 
009/SK/DIR/KDP-PLK/II/2023 tanggal 5 Februari 2023. 

b) Dokumen hasil ITSP telah dilengkapi dengan dokumen SK 
persetujuan hasil ITSP oleh Direktur PT Karya Delta Permai No. 
015/SK/DIR/KDP-PLK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, 
dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan ITSP pada areal RKTPH 
Tahun 2025, dokumen Rekapitulasi ITSP Tahun 2023 serta peta 
penyebaran pohon yang dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan 
Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan dengan Skala 1:2.000. 
Peta dibuat dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut: 
MEMES dengan No.Reg. SiGANISHUT 01210010356. 

c) Data Hasil pelaksanaan Timber Cruising telah di-input dalam 
SIPUHH Online. 

Hasil veriɚkasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti 
pelaksanaan kegiatan Timber cruising, dengan pembuktian di lapangan 
menggunakan buku tally sheet Timber Cruising serta peta penyebaran 
pohon yang telah dibuat dan telah dilaksanakan.   

1) Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun 
pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang penandaan dengan 
menggunakan ID Barcode yang telah dipersiapkan sebelumnya, 
sedangkan pada pohon inti dengan menggunakan label plastik ecolin 
warna kuning dengan data/informasi yang diperlukan. 

2) Data yang disematkan pada pohon inti antara lain nama PBPH. Nomor 
petak, jenis pohon, tinggi pohon serta diameter pohon yang 
bersangkutan. 



 
 

Halaman 59 dari 76 
 

F1-02.15 Rev.1 

3) Dapat diveriɚkasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang 
telah dilakukan Timber Cruising.  Hasil uji sampling dapat ditemukan 
bukti penandaan pohon pada petak X-17 RKTPH 2024 serta peta 
penyebaran pohon pada petak X17 RKTPH 2024. 

Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diveriɚkasi pada saat 
audit Penilikan ke-1 S-PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai antara lain: 

1) Pohon siap Tebang dengan label ID-Barcode nomor 
11713A02KDPI0000000000265927 pada petak X-17 RKTPH 2025 
merupakan jenis Keruing dengan diameter 96 cm terletak pada titik 
koordinat N: 000 17’ 22,17” dan E: 1140 12’ 36,69”. 

2) Pohon siap Tebang dengan label ID-Barcode nomor 
11713A02KDPI0000000000265928 pada petak X-17 RKTPH 2025 
merupakan jenis Keruing dengan diameter 62 cm terletak pada titik 
koordinat N: 000 17’ 23,38” dan E: 1140 12’ 38,65”. 

3) Pohon Inti dengan label plastik ecolin warna kuning pada petak X-17 
RKTPH 2024 merupakan jenis Keruing dengan diameter 20 cm 
terletak pada titik koordinat N: 000 17’ 23,32” dan E: 1140 12’ 38,62”. 

4) Pohon Inti dengan label plastik ecolin warna kuning pada petak X-17 
RKTPH 2024 merupakan jenis Keruing dengan diameter 26 cm 
terletak pada titik koordinat N: 000 17’ 23,32” dan E: 1140 12’ 38,63”. 

5) Pohon Inti dengan label plastik ecolin warna kuning pada petak X-17 
RKTPH 2024 merupakan jenis Meranti Putih dengan diameter 45 cm 
terletak pada titik koordinat N: 000 17’ 23,35” dan E: 1140 12’ 38,65”. 

4. Veriɚer 2.2.1. 
b. 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah 
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang 
dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1 PHL pada PBPH PT Karya 
Delta Permai dapat diveriɚkasi keberadaan pengelolaan areal yang tidak 
boleh ditebang dengan beberapa bukti berupa veriɚkasi dokumen 
maupun bukti veriɚkasi lapangan antara lain sebagai berikut: 

a. Dapat diveriɚkasi Dokumen RKUPH PT Karya Delta Permai 
Periode 2021-2030 Nomor: SK.7531/MenLHK- 
PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 beserta 
Peta Lampiran RKUPH Periode Tahun 2021 – 2030 dengan skala 
1:100.000. 

b. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  yang dibuat   oleh   Ganis   PHPL   Canhut Robby 
Cahyadi, SE. No.   Reg. 01210010360  

c. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561. 

d. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561. 

Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai perihal 
Penetapan Kawasan Lindung seluas 12.274 Ha berdasarkan data tata 
ruang areal kerja pada dokumen RKUPH HA Periode Tahun 2021-2023. 
Nomor: 17/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 24 Januari 2021. 

Areal Kawasan Lindung seluas 12.274 Ha yang dimaksud terdiri dari : 

1. Areal Buffer Zone Hutan Lindung seluas: 6.975 Ha. 

2. Areal Sempadan Sungai dan Sekitar Mata Air seluas: 1.548 Ha; 
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3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas :    371 Ha; 

4. Kawasan Pelestarian Satwa Liar seluas :    363 Ha; 

5. Kawasan Hutan Prenget seluas : 3.017 Ha. 

Hasil telaah dokumen RKTPH periode 2021-2030, Peta RKTPH Tahun 
2023, Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025 skala 
1:50.000 telah memuat areal tidak boleh ditebang/ yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan 
Lindung, Areal KPPN, Areal KPSL serta Areal Hutan Prengat. 

Hasil veriɚkasi lapangan terdapat penandaan di lapangan atas areal yang 
tidak boleh ditebang antara lain Kawasan lindung sempadan sungai pada 

Sungai Briwit pada titik koordinat S: 00
o
17’ 24,16” dan E: 114

o 20’ 56,29”. 
Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Balai Balo pada areal 
Blok RKTPH Tahun 2024 dengan luas 100 Ha pada titik koordinat S: 00O 
15’ 25,08” dan E: 114o 09’ 58,41”. Kawasan lindung Hutan Prenget 

dengan luas 193 Ha pada titik koordinat S: 00o 13’ 23,18” dan E: 114o 

16’ 40,34”. Kawasan lindung Buffer zone Hutan Lindung Lampunyat pada 
titik koordinat S: 00O 12’ 57,16” dan E: 114O 16’ 15,73”. Kawasan lindung 
Buffer zone Hutan Lindung Bumbun pada titik koordinat S: 00O 14’ 44,58” 
dan E: 114O 21’ 40,98”. Serta Kawasan Lindung Kebun Benih pada areal 
Petak V-16 seluas 100 Ha pada titik koordinat S: 00O 16’ 52,28” dan E: 
114O 12’ 02,48”.  

5. Veriɚer 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta 
dan implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1 pada PBPH PT Karya Delta 
Permai dapat diveriɚkasi keberadaan pengelolaan areal / Penandaan 
lokasi Blok Tebangan dengan beberapa bukti berupa veriɚkasi dokumen 
maupun bukti veriɚkasi lapangan antara lain sebagai berikut: 

a. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  dibuat   oleh   Ganis   PHPL   Canhut   Robby   Cahyadi, 
SE. No.   Reg. 01210010360. 

b. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561. 

c. Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 luas ±85.950 Ha dengan skala 
1:50.000.  Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut PAIMUN No. Reg. 
01230010561. 

d. Terdapat Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penetapan Titik 
Ikatan dan Pembuatan Batas Blok RKTPH Tahun 2023 tanggal 26 
Juli 2021, Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penetapan Titik 
Ikatan dan Pembuatan Batas Blok RKTPH Tahun 2024 tanggal 25 
Juli 2022 dan Dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Penetapan Titik 
Ikatan dan Pembuatan Batas Blok RKTPH Tahun 2025 tanggal 25 
Juli 2022. 

Hasil veriɚkasi lapangan dengan menggunakan bantuan aplikasi Avenza 
Map menggunakan HP Android, mendapatkan bahwa dapat dipastikan 
adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 
2024 maupun pada areal RKTPH 2025 telah sesuai antara lain: 

1) Batas Blok RKTPH 2024 terletak pada koordinat S: 00° 15’ 45,44” 
dan E: 114° 10’ 19,42”.  

2) Batas Blok RKTPH 2024 terletak pada koordinat S: 00° 15’ 45,59” 
dan E: 114° 10’ 20,08”.  
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3) Batas Petak U-11 dan petak U-12 pada areal Blok RKTPH 2024 
terletak pada koordinat S: 00° 16’ 00,69” dan E: 114° 09’ 55,78”.  

4) Batas Petak U-11 dan petak V-11 pada areal Blok RKTPH 2024 
terletak pada koordinat S: 00° 16’ 18,33” dan E: 114° 09’ 37,73”.  

5) Batas Blok RKTPH 2025 terletak pada koordinat S: 00° 17’ 26,35” 
dan E: 114° 12’ 36,16”.  

6. Veriɚer 2.2.1. 
d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami 
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan 
budidaya tanaman. 

Nilai : Tidak diterapkan 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai merupakan pemegang PBPH untuk 
pemanfaatan kayu hutan alam yang menerapkan sistem Silvikultur TPTI 
dan tidak menerapkan sistem Silvikultur THPB pada areal kerjanya 
sehingga tidak melaksanakan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI., 
sehingga veriɚer 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable 
(N/A) 

 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

 

1 Veriɚer 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan kayu 
secara Online menggunakan SIPUHH Online.  Terdapat sarana dan 
prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat 
keras maupun sumber daya manusianya. 

Penugasan Petugas Penerbit LHP (P2LHP) atas nama BAMBANG 
SUMANTRI, nomor register sesuai SiGANISHUT 23230010652. dengan 
nomor penempatan 107896564797 dan nomor persetujuan 100223143 
dengan masa berlaku mulai tanggal 17-04-2024 s.d tanggal 26-12-2027. 

Terdapat Surat Keputusan Penetapan TPn, TPK Hutan Muara Sungai Liang 
dan TPK Antara Bumban sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai 
Nomor: 02/Sk/Dir/KDP–PLK/II/2023 tanggal 1 Februari 2023.  

Terdapat buku ukur manual yang dapat diveriɚkasi melalui Aplikasi SIPUHH 
Online dan keberadaannya sesuai dengan LHP. Buku Ukur yang dapat 
diveriɚkasi selama periode audit Penilikan ke-1 bulan Maret 2023 s/d bulan 
Februari 2025. dapat dipastikan bahwa buku ukur telah di LHP kan pada 
bulan yang bersangkutan. 

Berdasarkan data produksi pada PBPH PT Karya Delta Permai, pada 
periode audit Penilikan ke-1 bulan Maret 2023 s/d bulan Februari 2025 
telah menerbitkan sebanyak 55 set LHP dengan jumlah total sebanyak 
12.849 batang dengan volume sebesar 62.384,01 m3 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a) LHP periode RKTPH 2023 sebanyak 29 set LHP dengan jumlah total 
sebanyak 6.545 batang dengan volume sebesar 33.574,50 m3 

b) LHP periode RKTPH 2024 sebanyak 26 set LHP dengan jumlah total 
sebanyak 6.304 batang dengan volume sebesar 28.809,51 m3. 

No. Nomor LHP Tanggal Jumlah 
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Btg Vol. (M3) 

I. LHP RKTPH Tahun 2023       

1 01/LHP-CO/KBS/KDP/IV/2023 03/04/2023 27 80,9 

2 02/LHP-CO/KBB/KDP/IV/2023 03/04/2023 389 2176,44 

3 03/LHP-CO/KBB/KDP/VI/2023 12/06/2023 44 223,82 

4 04/LHP-CO/KBS/KDP/VI/2023 12/06/2023 5 16,1 

5 
05/LHP-
PWH/KBK/KDP/VI/2023 12/06/2023 227 67,78 

6 
06/LHP-
PWH/KBS/KDP/VI/2023 12/06/2023 7 17,15 

7 07/LHP-REG/KBB/KDP/VI/2023 12/06/2023 131 739,24 

8 08/LHP-REG/KBS/KDP/VI/2023 12/06/2023 24 69,98 

9 
09/LHP-
PWH/KBB/KDP/VI/2023 12/06/2023 5 18,18 

10 10/LHP-REG/KBB/KDP/VI/2023 30/06/2023 529 3267,88 

11 11/LHP-REG/KBS/KDP/VI/2023 30/06/2023 26 81,03 

12 
12/LHP-
REG/KBB/KDP/VII/2023 

23/07/2023 410 2474,98 

13 
13/LHP-
REG/KBS/KDP/VII/2023 

23/07/2023 39 111,05 

14 
14/LHP-
REG/KBB/KDP/VIII/2023 

10/08/2023 645 4161,2 

15 
15/LHP-
REG/KBS/KDP/VIII/2023 10/08/2023 

          
36  

         
105,85  

16 
16/LHP-
PWH/KBS/KDP/VIII/2023 10/08/2023 

          
39  

            
49,51  

17 
17/LHP-
PWH/KBK/KDP/VIII/2023 10/08/2023 

        
281  

            
76,63  

18 18/LHP-REG/KBB/KDP/IX/2023 05/09/2023 
        

817        5.606,80  

19 19/LHP-REG/KBS/KDP/IX/2023 05/09/2023 
          

27  
            

81,45  

20 20/LHP-REG/KBB/KDP/X/2023 05/10/2023 
        

671  
      4.504,31  

21 21/LHP-REG/KBS/KDP/X/2023 05/10/2023 
          

16  
            

51,63  

22 
22/LHP-
PWH/KBS/KDP/XI/2023 6/11/2023 

          
60  

            
87,30  

23 
23/LHP-
PWH/KBK/KDP/XI/2023 6/11/2023 

        
381  

         
107,17  

24 24/LHP-REG/KBB/KDP/XI/2023 6/11/2023 
        

858        5.111,62  

25 25/LHP-REG/KBS/KDP/XI/2023 6/11/2023 
          

77  
         

238,28  

26 26/LHP-REG/KBB/KDP/XI/2023 23/11/2023 
        

452  
      2.586,50  

27 27/LHP-REG/KBB/KDP/XI/2023 25/11/2023 
          

62  
         

179,48  

28 
28/LHP-
REG/KBB/KDP/XII/2023 20/12/2023 

        
228        1.184,41  
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29 
29/LHP-
REG/KBS/KDP/XII/2023 20/12/2023 

          
32  

            
97,83  

   TOTAL I 
    

6.545  
    

33.574,50  

LHP RKTPH Tahun 2024       

1 
01a/LHP-
PWH/KBB/KDP/II/2024 26/02/2024 

            
3  

              
7,38  

2 
01b/LHP-
PWH/KBS/KDP/II/2024 26/02/2024 

          
98  

            
81,60  

3 
01c/LHP-
PWH/KBK/KDP/II/2024 26/02/2024 

        
368  

            
86,37  

4 
02a/LHP-
REG/KBB/KDP/II/2024 26/02/2024 

        
224        1.285,56  

5 
02b/LHP-
REG/KBS/KDP/II/2024 

26/02/2024 
          

41  
         

114,68  

6 
03a/LHP-
REG/KBB/KDP/IV/2024 

02/04/2024 
        

369  
      1.891,87  

7 
03b/LHP-
REG/KBS/KDP/IV/2024 02/04/2024 

          
60  

         
172,89  

8 
04a/LHP-
REG/KBB/KDP/V/2024 13/05/2024 

        
394        2.407,63  

9 
04b/LHP-
REG/KBS/KDP/V/2024 13/05/2024 

          
31  

            
93,34  

10 
05a/LHP-
PWH/KBS/KDP/V/2024 21/05/2024 

          
87  

         
105,09  

14 
05b/LHP-
PWH/KBK/KDP/V/2024 

21/05/2024 
        

330  
            

95,06  

12 
06a/LHP-
REG/KBB/KDP/VI/2024 

04/06/2024 
        

575  
      3.442,78  

13 
06b/LHP-
REG/KBB/KDP/V/2024 04/06/2024 

          
50  

         
150,36  

14 
07a/LHP-
REG/KBB/KDP/VIII/2024 02/08/2024 

        
744        3.966,78  

15 
07b/LHP-
REG/KBS/KDP/VIII/2024 02/08/2024 

          
93  

         
273,91  

16 
08a/LHP-
REG/KBB/KDP/IX/2024 01/09/2024 

        
333        1.914,56  

17 
08b/LHP-
REG/KBS/KDP/IX/2024 01/09/2024 

          
29  

            
82,05  

18 
09a/LHP-
REG/KBB/KDP/IX/2024 

10/09/2024 
        

505  
      3.188,48  

19 
09b/LHP-
REG/KBS/KDP/IX/2024 10/09/2024 

          
34  

         
111,06  

20 
10a/LHP-
REG/KBB/KDP/X/2024 05/10/2024 

        
392        2.103,92  

21 
10b/LHP-
REG/KBS/KDP/X/2024 05/10/2024 

          
83  

         
237,03  

22 
11a/LHP-
PWH/KBS/KDP/X/2024 05/10/2024 

          
61  

            
72,67  

23 
11b/LHP-
PWH/KBK/KDP/X/2024 05/10/2024 

          
33  

            
18,44  
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24 
12a/LHP-
REG/KBB/KDP/XI/2024 05/11/2024 

        
560        2.704,52  

25 
12b/LHP-
REG/KBS/KDP/XI/2024 05/11/2024 

            
2  

              
2,21  

26 
13a/LHP-
REG/KBB/KDP/XII/2024 20/12/2024 

        
805        4.199,27  

  JUMLAH II      
6.304  

    
28.809,51  

  GRAND TOTAL ( I + II )    
12.849  

    
62.384,01  

 

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Karya Delta 
Permai selama periode audit Penilikan ke-1 bulan Maret 2023 s/d bulan 
Februari 2025, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut: 

a) Stok Awal pada bulan Maret 2023 sebanyak 2.112 batang dan volume 
11.504,55 m3. 

b) Penambahan hasil produksi (LHP) selama periode audit dan 
penambahan DPKB dari PT MPP sebanyak 15.448 batang dan volume 
76.908,25m3. 

c) Pengurangan yang terdiri DKDS, Penjualan ke industri dan BA Kayu 
Hilang/tenggelam sebanyak 13.121 batang dan volume 65.144,84m3 

d) Stok akhir per Februari 2025 sebanyak 2.327 batang dan volume 
11.763,41 m3. 

Kegiatan uji petik terhadap ɚsik batang dengan LHP serta uji petik 
pengukuran dilakukan terhadap sisa stok kayu bulat yang ada sebanyak 
10% dari total sisa kayu Log. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat 
perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan 
jumlah batang.  Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume 
dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima atau di 
bawah 5% yaitu 1,84 %. 

2 Veriɚer 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah 
dilindungi dokumen angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Berdasarkan hasil veriɚkasi Dokumen PBPH PT Karya Delta Permai telah 
menerbitkan Dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk pengangkutan 
kayu log dari TPK Hutan Muara Sungai Liang ke TPK Antara Bumban dan 
dari TPK Antara Bumban ke Industry. 
Selama periode audit Penilikan ke-1, PBPH PT Karya Delta Permai telah 
menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Muara Sungai Liang ke 
TPK Antara Bumban sebanyak 21 set untuk pengangkutan kayu Log 
sebanyak 10,714 batang dengan volume sebesar 61.781,27 M3.  
Pengangkutan menggunakan unit Logging Truk. 
Selanjutnya PBPH PT Karya Delta Permai telah menerbitkan dokumen 
SKSHHK dari TPK Antara Bumban ke Industry penjualan sebanyak 12 set 
untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 10.801 batang dengan volume 
sebesar 62.663,38 m3 dengan tujuan Industry PT TRP Barito Kuala, PT 
MPP Murung Raya serta ke PT SST Banjarmasin. 

No. 
 No. 

SKSHH
K  

 Tanggal Terbit  

Volume Keterangan  
(nama 

industri dan 
lokasi) 

 Btg   M3  
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1 
KB.C.16
26368  21 Maret 2023  

        
1.022  

         
5.763,05  

Ke PT. TRP 
Kab. Barito 

Kuala 

2 KB.C.18
31223  10 Mei 2023             

377  
         

2.058,74  

Ke PT. MPP 
Kab. Murung 

Raya 

3 KB.C.25
56359 

 19 September 
2023  

        
1.178  

         
6.776,67  

Ke PT. WTPI 
Kab. 

Banjarmasin 

4 KB.C.28
98873 

 25 November 
2023  

        
1.554  

         
9.782,85  

Ke PT. TRP 
Kab. Barito 

Kuala 

5 
KB.C.31
72937  29 Januari 2024  

        
1.076  

         
6.559,30  

Ke PT. TRP 
Kab. Barito 

Kuala 

6 
KB.C.33
53332  05 Maret 2024  

           
855  

         
5.398,45  

Ke PT. TSMJ 
Kab. Barito 

Kuala 

7 KB.C.35
37877 

 14 April 2024             
930  

         
5.275,54  

Ke PT. TRP 
Kab. Barito 

Kuala 

8 
KB.C.37
42909 

 30 Mei 2024  
           

387  
         

2.054,63  

Ke PT. MPP 
Kab. Murung 

Raya 

9 
KB.C.42
26253 

 31 Agustus 
2024  

           
884  

         
5.034,83  

Ke PT. SST 
Kab. 

Banjarmasin 

10 KB.C.43
67927 

 27 September 
2024  

        
1.094  

         
5.717,66  

Ke PT. TRP 
Kab. Barito 

Kuala 

11 
KB.C.45
15058 

 26 Oktober 
2024  

        
1.024  

         
6.058,40  

Ke PT. SST 
Kab. 

Banjarmasin 

12 KB.C.47
35364 

 10 Desember 
2024  

           
420  

         
2.183,26  

Ke PT. MPP 
Kab. Murung 

Raya 
JUMLAH     10.801      62.663,38    

Terdapat Berita Acara (BA) Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) dengan 
rincian : 

N
o.  Berita Acara DKDS   Tanggal   

Volume 

 Btg   M3  

1 
01/DKDS/KDP/VII/20
23 

 04 Juli 2023             293           1.361,68 

2 
02/DKDS/KDP/VII/20
23 

 05 Juli 2023               36              171,66 

3 
03/DKDS/KDP/XII/20
23 

 23 November 
2023          1.001              425,72 

4 01/DKDS/KDP/I/2024  22 Januari 2024                5               41,97 

5 
02/DKDS/KDP/V/202
4  22 Mei 2024             474              189,17 

6 
03/DKDS/KDP/XI/202
4 

 13 November 
2024             511              291,26 

JUMLAH       2.320        2.481,46 

Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan penatausahaan kayu 
secara Online menggunakan SIPUHH Online.  Terdapat sarana dan 
prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat 
keras maupun sumber daya manusianya. 
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PBPH PT Karya Delta Permai memiliki Ganis PHPL PKB yang ditugaskan 
sebagai Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB:  

PBPH PT Karya Delta Permai telah menunjuk Operator SIPUHH atas nama 
SUHARNO berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai 
Nomor: 05/KDP-SPT/IX/2021 tanggal 14 September 2021 dan berlaku 
sampai dengan tanggal 14 September 2025.  

Terdapat Surat Keputusan Penetapan TPn, TPK Hutan Muara Sungai 
Liang dan TPK Antara Bumban sesuai Keputusan Direktur PT Karya Delta 
Permai Nomor: 02/Sk/Dir/KDP–PLK/II/2023 Tentang Penetapan Tempat 
Pengumpulan Kayu (Tpn) Rencana Kerja Tahunan Usaha Pengusahaan 
Hutan (RKTUPH) Tahun 2021 Di Areal PBPH PT Karya Delta Permai. 

3
. 

Veriɚer 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH 
atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Karya 
Delta Permai telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. 
Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di 
samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan 
menggunakan cat warna putih dan atau menggunakan plastik ekolin warna 
merah atau menggunakan plastik ekolin warna kuning yang bertuliskan 
nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan 
nomor barcode yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan pada saat audit 
Penilikan ke-1 (Februari 2025) dapat diverifikasi penggunaan barcode yang 
dilakukan seluruh kayu yang sudah di LHP kan sudah dilengkapi barcode 
dan label nomor produksi : 

Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah melakukan kegiatan 
penatausahaan Hasil Hutan Kayu menggunakan SIPUHH Online dan 
berstatus AKTIF.  Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator 
SIPUHH dan SiPNBP Online pada PBPH PT Karya Delta Permai atas nama 
SUHARNO berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai 
Nomor: 05/KDP-SPT/IX/2021 tanggal 14 September 2021 dan berlaku 
sampai dengan tanggal 14 September 2025.   

Dapat diverifikasi bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah melengkapi 
sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk 
tata laksana operasional SIPUHH Online serta jaringan internet “Starlink” 
sehingga SIPUHH dapat dioperasikan dengan baik di Basecamp Briwit 
maupun di TPK Hutan Muara Liang. 

4
. 

Veriɚer 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan 
dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Pada pelaksanaan audit Penilikan ke-1 S-PHL pada PBPH PT Karya Delta 
Permai dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan 
LHP pada RKT 2023 dan RKTPH 2024 baik dari kelompok jenis, volume dan 
tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR 
dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. 

1 BAMBANG SUMANTRI 23230010652 Pembuat LHP 107896564797 100223143 17-04-2024 s.d 26-12-2027
2 HENGKI PERMANA 04220017669 Penerbit SKSHHK Kayu 109067575657 100722026 11-07-2022 s.d 11-01-2026
3 SYAHRUL ARIF 23230010696 Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB)100205195845 100223144 26-12-2022 s.d 26-12-2027
4 SUHARNO 23230002377 Penerbit SKSHHK Kayu 106855048776 100223145 26-12-2022 s.d 26-12-2027

Masa BerlakuNo Nama Register Jabatan
No. Penempatan 

GanisPH
No. Persetujuan 

Penugasan GanisPH
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Terdapat dokumen SPP atas kewajiban PSDH dan DR (kode billing) pada 
PBPH PT Karya Delta Permai yang diterbitkan/print out dari Si PNBP PBPH 
PT Karya Delta Permai selama periode audit dengan uraian sebagai berikut: 

Realisasi pembayaran DR dan PSDH: 

No. RKTPH DR (US$) DR (IDR) PSDH (IDR) 

1. RKTPH 
2023 549.026,49 - 2.691.045.940,00 

2. RKTPH 
2024 

356.529,28 1.657.739.130,0
0 

2.295.514.950,00 

  905.555,77 
1.657.739.130,0

0 
4.986.560.890,00 

Pembayaran kewajiban atas PSDH dan DR pada PBPH PT Karya Delta 
Permai telah dilakukan berdasarkan kode Billing yang telah diterbitkan. 
Terdapat bukti pembayaran atas kewajiban tersebut berupa kode Nomor 
Tanda Penerimaan Negara (NTPN). 

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Stok Opname Kayu Bulat 
per 31 Desember 2023 dan per tanggal 31 Desember 2024 pada PBPH PT 
Karya Delta Permai. 
Tidak terdapat kekurangan pembayaran maupun denda atas DR dan PSDH 
yang menjadi kewajiban PBPH PT Karya Delta Permai. 

5
. 

Veriɚer 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable 
untuk sertiɚkasi awal) 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan ke-1 S-PHL pada PBPH PT 
Karya Delta Permai yang telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang 
dikeluarkan oleh LP- PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat 
PHPL No. 08.SPHPL.017 yang berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung 
mulai dari tanggal 31 Maret 2023 s.d. 30 Maret 2029. Dengan demikian, PT 
Karya Delta Permai telah memiliki hak/ berhak menggunakan Logo Tanda 
V-Legal. PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki Perjanjian penggunaan 
tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. 

Dapat diverifikasi PBPH PT Karya Delta Permai telah membubuhkan Tanda 
V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Penggunaan Tanda V-legal telah dibubuhkan 
sesuai dengan ketentuan pada ID Barcode di log kayu yang bergambar 
Logo V-Legal bertuliskan “008.SPHPL.019-IDN. LPPHPL-019-IDN”. 

Dapat diverifikasi penggunaan logo V-Legal pada dokumen SKSHHK 
bergambar Logo V-Legal bertuliskan “008.SPHPL.019-IDN-LPPHPL-019-
IDN”. 

 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

 

1
. 

Veriɚer 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi  
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Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PT Karya Delta Permai memiliki dokumen lingkungan 
berdasarkan keberadaan dokumen: 

1) Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Hak 
Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT 
Dacrydium II) di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan 
Tengah, Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri 
Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

2) Ringkasan Eksekutif ANDAL RKL dan RPL Hak Pengusahaan 
Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di 
Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus 
Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 
164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

3) Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak 
Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT 
Dacrydium II) di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan 
Tengah, Agustus Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri 
Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

4) Laporan Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan 
PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten 
Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. 
Disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-
IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

5) Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan 
PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten 
Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. 
Disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-
IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

Dokumen lingkungan PT Karya Delta Permai disahkan sesuai dengan 
Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia 
No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal 
Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. 
HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. Surat 
ditandatangani A/n Menteri Kehutanan dan Perkebunan Sekretaris 
Jenderal selaku Komisi AMDAL Pusat, Roedjai NIP 080018909. 

Berdasarkan telaah terhadap dokumen KA-ANDAL, RE-ANDAL RKL 
RPL, ANDAL, RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta 
Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Barito Utara Provinsi 
Kalimantan Tengah, Tahun 1999 diverifikasi bahwa penyusunan 
AMDAL telah sesuai tata waktunya dan telah mengacu pada peraturan 
yang berlaku yaitu mengacu pada Keputusan Dirjen PHPA/ Ketua 
Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 2019/Kpts/DJ-
VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen AMDAL HPH. 

Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari 
seluas 74.900 Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat 
dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. 
660/448/1.2/IV/DLH/2018 tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa 
berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen lingkungan yang telah dimiliki 
oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin lingkungan. PT 
Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ 
adendum Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah 
dimilikinya 

2
. 

Veriɚer 4.1.2. 
a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 
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Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen RKL dan RPL 
yang telah disahkan sesuai dengan Surat dari Departemen Kehutanan 
dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 
14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT 
Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Dokumen RKL dan RPL PT Karya Delta Permai telah disusun sesuai 
dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial pada Dokumen 
Laporan Utama Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan 
sesuai dengan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan 
Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 
1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya Delta 
Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Terdapat dokumen Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak 
Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) 
di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 
1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-
IV/1998 Luas 88.000 Ha. 
Terdapat dokumen Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium 
II) di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 
1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-
IV/1998 Luas 88.000 Ha. 
Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari 
seluas 74.900 Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat 
dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. 
660/448/1.2/IV/DLH/2018 tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa 
berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 
2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen lingkungan yang telah dimiliki 
oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin lingkungan. PT 
Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ 
adendum Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah 
dimilikinya 

3
. 

Veriɚer 4.1.2. 
b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting 
aspek ɚsik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada 
instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah menyusun dan mengarsipkan 
Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL periode Tahun 2023 dan periode 
Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut : 

1. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2023 
telah disampaikan/dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat Bukti pelaporan RKL – RPL 
melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup 
(SIMPEL) dengan ID-TTE: 1692673580-17205; Periode TTE: 1 
Januari 2023 s/d. 30 Juni 2023 dan waktu Cetak TTE tanggal 22 
Agustus 2023. 

2. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester II Tahun 2023 
telah dilaporkan melalui SIMPEL.  Terdapat Bukti pelaporan dengan 
ID-TTE: 1711783622-17205; Periode TTE: 1 Juli 2023 s/d. 18 
Desember 2023 dan waktu Cetak TTE tanggal 30 Maret 2024. 
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3. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2024 
telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1722141685-17205; 
Periode TTE: 1 Januari 2024 s/d. 30 Juni 2024 dan waktu Cetak TTE 
tanggal 28 Juli 2024. 

4. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester II Tahun 2024 
telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik 
Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan ID-TTE: 1737167454-17205; 
Periode TTE: 1 Juli 2023 s/d. 31 Desember 2024 dan waktu Cetak 
TTE tanggal 18 Januari 2025. 

Dapat diverifikasi Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial diantaranya : 
1. Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Briwit 

pada titik koordinat S: 00
o
17’ 24,16” dan E: 114

o 20’ 56,29”.  

2. Pengelolaan Kawasan lindung sempadan sungai pada Sungai Balai 
Balo pada areal Blok RKTPH Tahun 2024 dengan luas 100 Ha pada 
titik koordinat S: 00O 15’ 25,08” dan E: 114o 09’ 58,41”.  

3. Pengelolaan Kawasan lindung Hutan Prenget dengan luas 193 Ha 

pada titik koordinat S: 00o 13’ 23,18” dan E: 114o 16’ 40,34”.  

4. Pengelolaan Kawasan lindung Buffer zone Hutan Lindung Lampunyat 
pada titik koordinat S: 00O 12’ 57,16” dan E: 114O 16’ 15,73”. 

5. Pengelolaan Kawasan lindung Buffer zone Hutan Lindung Bumbun 
pada titik koordinat S: 00O 14’ 44,58” dan E: 114O 21’ 40,98”. 

6. Pengelolaan Kawasan Lindung Kebun Benih pada areal Petak V-16 
seluas 100 Ha pada titik koordinat S: 00O 16’ 52,28” dan E: 114O 12’ 
02,48”. 

7. Pemantauan dan Pengukuran Erosi lokasi petak O-16 Blok RKTPH 
2021 pada titik koordinat S: 00O 12’ 35,89” dan E: 114O 12’ 17,26”.  

8. Terdapat Pembangunan Nursery yang dibangun pada lokasi di areal 
sekitar Basecamp Manahat pada titik koordinat S: 00O 11’ 13,45” dan 
E: 114O 13’ 20,69”. 

9. Kegiatan Penanaman Bekas Jalan Sarad, Kakija serta bekas TPn di 
areal Blok RKTPH berjalan. 

10. Pembangunan Stasiun Pemantauan Curah Hujan (ombrometer) yang 
dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Briwit pada titik 
koordinat S: 00O 17’ 18,82” dan E: 114O 21’ 01,66”. 

11. Terdapat Lokasi Pemantauan Pengukuran Tinggi Muka Air dan Debit 
pada Sungai Briwit yang dibangun pada lokasi di areal sekitar 
Basecamp Briwit pada titik koordinat S: 00O 17’ 20,16” dan E: 114O 21’ 
02,56”. 

12. Terdapat sarana penanganan limbah B3/tempat pembuangan akhir 
yang dibangun pada lokasi di areal sekitar Basecamp Muara Liang 
pada titik koordinat S: 00O 15’ 46,02” dan E: 114O 07’ 28,62”. 

 

 

Prinsip 5. 
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

 

1. Veriɚer 5.1.1. a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi  
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Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah Menyusun dokumen 
identiɚkasi bahaya, risiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3 
berupa Dokumen Job Safety Analyis (JSA) dengan Nomor Dokumen 
JSA/01/KDP/25 Revisi 00 tanggal terbit 10 Januari 2025.   
PBPH PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen pedoman K3/SOP 
K3 sesuai dengan judul dokumen Standard Operating Procedure 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen : 
SOP/01/Adm.Pers/K3/22 edisi 02 dan revisi 00 tanggal terbit 24 
November 2022. 

SOP berisi uraian Pengertian, Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum, Tanggung 
jawab, Masukan, Keluaran, Waktu, Prosedur Kerja serta Dokumentasi. 

Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ 
prosedur K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Manajer Camp PT 
Karya Delta Permai Nomor: 005/KDP-BC/SKMC/I/2025 tanggal 6 Januari 
2025. 

Adapun susunan Penanggung Jawab P2K3 pada PBPH PT Karya Delta 
Permai yang ditunjuk adalah sebagai berikut: 

1) Ketua : Budi Yanto 
2) Sekretaris : Sivester Roy Darwin Sar., SP. 

3) Div. Kesehatan Kerja : Desmo Jefri Lonteng 

4) Div. Safety : Egon Subagio MK 

5) Div. Inspeksi : Jaet Sadikin S.Hut 

6) Div. Peralatan : Muhammad Djalil 
2. Veriɚer 5.1.1. b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah Menyusun dokumen 
identifikasi bahaya, risiko dan Tindakan pencegahan, penanganan K3 
berupa Dokumen Job Safety Analyis (JSA) dengan Nomor Dokumen 
JSA/01/KDP/25 Revisi 00 tanggal terbit 10 Januari 2025.   

PBPH PT Karya Delta Permai memiliki Peralatan K3 berdasarkan Daftar 
Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karya Delta Permai 
periode Februari 2025. 

Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Karya Delta 
Permai periode Februari 2025 dibuat oleh Staf Personalia; Silvester Roy 
Darwin, SP. Dan diketahui oleh Manajer Camp; PETRUS. Dapat 
diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode 
sampling diantaranya adalah : 
a) Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat di setiap 

bangunan antara lain kantor, Mes karyawan, Dapur, Gudang bahan 
bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainya. 

b) Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, 
Sepatu Safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa 
karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja 
walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. 

c) Kotak P3K tersedia di beberapa titik dengan obat yang cukup 
memadai, namun hasil pemeriksaan ada beberapa obat yang telah 
kadaluwarsa sehingga perlu selalu dikontrol. 

d) Pemasangan rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan. 

e) Pemasangan Rambu jalur evakuasi pada Base Camp disertai 
dengan titik kumpul (assembly point). 

f) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan 
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koridor. 

g) Penyediaan alat komunikasi radio pada setiap unit kendaraan besar 
kecil maupun alat berat. 

3. Veriɚer 5.1.1. c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa PBPH PT Karya Delta Permai telah membuat Laporan Data 
kecelakaan kerja. Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja selama periode 
audit, yaitu bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 serta 
bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Berdasarkan 
verifikasi Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PBPH PT 
Karya Delta Permai terdapat beberapa kejadian kecelakaan kerja. 

Laporan kecelakaan kerja telah dilaporkan kepada instansi terkait. Terdapat 
bukti tanda terima dokumen Laporan Kecelakaan Kerja TA.2023 dan 
Laporan Kecelakaan Kerja TA.2024 yang diterima oleh Pelaksana Bidang 
Hubungan Industrial Disnakertrans Murung Raya; AMBUN tertanggal 24 
Februari 2024. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat 
kecelakaan kerja sesuai hasil wawancara dengan Bapak BUDI YANTO 
selaku Ketua Tim/Penanggungjawab K3 antara lain: 

1. Pemenuhan perlengkapan APD 

2. Briɚng K3 sebelum bekerja secara rutin setiap bulan sekali. 

3. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas 

4. Pemeriksaan unit operasional secara berkala 

5. Penyediaan sarana pengobatan termasuk paramedis 

6. Pemeriksaan Kesehatan karyawan secara berkala oleh puskesmas 
kecamatan 

7. Kelengkapan alat komunikasi radio pada setiap unit transportasi 

8. Pemasangan rambu-rambu peringatan rawan kecelakaan dan 
bahaya. 

4. Veriɚer 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 
pekerja. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Pada Periode audit Penilikan ke-1 PHL pada PBPH PT Karya Delta Permai, 
dapat diverifikasi bahwa pada lingkungan karyawan PBPH PT Karya Delta 
Permai tidak terdapat atau belum terbentuk organisasi serikat pekerja. 
Namun demikian, untuk menjamin kepastian bahwa perusahaan 
memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam 
kegiatan serikat pekerja, perusahaan telah membuat pernyataan tentang 
kebebasan berserikat tersebut. 

Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PBPH PT Karya Delta Permai 
yang ditanda tangani oleh Manajer Camp PBPH PT Karya Delta Permai 
dengan Nomor: 017/KDP-BS/Sper-II/2025 tanggal 6 Februari 2025.  Surat 
Pernyataan Bebas Berserikat dibuat di Basecamp Briwit pada tanggal 6 
Februari 2025 dan ditanda tangani oleh Manajer Camp; PETRUS.  Surat 
Pernyataan yang berisi jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja atau membentuk Serikat Pekerja. 
Bahwa Management Perusahaan PT. Karya Delta Permai memberikan 
kebebasan dan keluasan kepada seluruh karyawan dan karyawati sesuai 
Undang-undang No. 21 Tahun 2000, yaitu Pembentukan Serikat Pekerja 
dilingkungan Perusahaan. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil Wawancara dengan beberapa karyawan 
PT Karya Delta Permai, dapat diketahui bahwa karyawan telah 
mengetahui perihal terdapat kebebasan berserikat di Lingkungan 
Karyawan PBPH PT Karya Delta Permai namun tidak ada keinginan untuk 
membentuk serikat pekerja. 

5. Veriɚer 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dapat dipastikan tidak 
terdapat Serikat Pekerja di dalam lingkungan karyawan PBPH PT Karya 
Delta Permai. Selanjutnya sebagai pengganti sarana yang menjembatani 
hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, maka diperlukan adanya 
Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1 PBPH PT Karya Delta Permai 
telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025. 
Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Karya Delta Permai Periode 
2023 – 2025 terdiri atas XIII Bab dengan 58 pasal. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Karya Delta Permai Periode 
2023 – 2025 telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi 
dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya sesuai Surat Keputusan No. 
KEP.560/ 8 /Distransnaker tanggal 15 Maret  2023 tentang Pengesahan 
Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai. SK ditetapkan di Puruk 
Cahu pada tanggal 15 Maret 2023 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya; KARIADI, S.Sos. 
NIP. 19660520 1987602 1 002.   

Dokumen Peraturan Perusahaan PBPH PT Karya Delta Permai Periode 
2023 – 2025 berlaku terhitung tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 
12 Februari 2023, dengan demikian masa berlaku dokumen Peraturan 
Perusahaan PT Karya Delta Permai pada saat audit Penilikan ke-2 telah 
habis.   

Terdapat dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor: 013-
1/KDP-BC/BASTD/II/22025 tanggal 15 Februari 2025 perihal permohonan 
pengesahan Peraturan Perusahaan periode 2025-2027 PT Karya Delta 
Permai. Dokumen diterima oleh Natanael SAP. M. Ap. jabatan Plt. Syarat 
Kerja Disnakertrans Kabupaten Murung Raya.  

6. Veriɚer 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi  

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Dapat diverifikasi terdapat Data Daftar Karyawan PBPH PT Karya Delta 
Permai periode bulan Februari 2025. Jumlah Karyawan periode bulan 
Februari 2025 terdapat sebanyak 135 karyawan dengan rincian karyawan 
laki-laki sebanyak 122 orang dan karyawan perempuan sebanyak 13 
orang. 

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap laporan Data Karyawan PBPH PT 
Karya Delta Permai periode bulan Februari 2025 dan wawancara dengan 
Bapak PAIMUN selaku Management Representatif (MR), dapat dipastikan 
bahwa tidak terdapat satu orang pun karyawan di lingkungan kerja PBPH 
PT Karya Delta Permai yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 

Karyawan termuda atas nama HENGKY yang lahir di Karali tanggal 5 Maret 
2005 dengan nomor KTP 6212020503050002 dan mulai bergabung 
dengan PBPH PT Karya Delta Permai per tanggal 25 Oktober 2023 sebagai 
Helper Traktor, sehingga pada saat masuk mulai bekerja yang 
bersangkutan telah berusia 18 tahun 7 bulan. Selanjutnya pada saat 
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pelaksanaan audit Penilikan ke-2 ini yang bersangkutan telah berusia 19 
tahun 11 bulan. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 
1) Pemenuhan terhadap Standar Penilaian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

BAIK, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 85,71% dari nilai maksimum yang dapat 
dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan indikatornya 
sebagai berikut :  

No. ASPEK 
INDIKATOR PHL 

Nomor  
Nilai  

Kinerja 
Nilai 

Kematangan 
Nilai 

Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 BAIK 3 3 

1.2 SEDANG 2 3 

1.3 BAIK 3 3 

1.4 BAIK 3 3 

1.5 BAIK 3 3 

2. PRODUKSI 

2.1 BAIK 3 3 

2.2 SEDANG 2 3 

2.3 SEDANG 2 3 

2.4 SEDANG 2 3 

2.5 BAIK 3 3 

2.6 BAIK 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 SEDANG 2 3 

3.2 SEDANG 2 3 

3.3 SEDANG 2 3 

3.4 SEDANG 2 3 

3.5 SEDANG 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 BAIK 3 3 

4.2 BAIK 3 3 

4.3 BAIK 3 3 

4.4 BAIK 3 3 

4.5 BAIK 3 3 

Jumlah 54 63 

Total Nilai Kinerja Indikator 
54/63 x 100% = 85,71% 

BAIK 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, 
tidak terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada 
Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin 1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Karya 
Delta Permai, LULUS audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) dengan predikat BAIK. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier 
penyusun Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 
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4, PENGAMBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-1 PHL tanggal 17 - 24 Februari 2025, LPVI PT
Trustindo Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 12 Maret 2025
kepada PBPH PT Karya Delta Permai, bahwa :

1) PT Karya Delta Permai dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 85,71o/o i dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Karya Delta Permai dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dengan predikat BAIK, namun dengan
perubahan pada nomor sertifikat dan standar acuan sertifikasi yang digunakan.

LPVI PT Trustindo Prima Karya,

Ir Kurnia, IPU

Direktur

,
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